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ABSTRAK

Lembaga perbankan berperan penting dan strategis dalam menggerakkan roda
perekonomian nasional dan menunjang pembangunan nasional, para pelaku
pembangunan berlomba-lomba untuk mengembangkan usahanya dan tidak sedikit pula
yang baru memulai usahanya yang mana memerlukan dana ataupun modal yang besar
yang mana dapat diperoleh melalui kredit atau pinjam meminjam dari lembaga
perbankan. Perjanjian Kredit dibuat dan disepakati antara bank sebagai kreditur dan
masyarakat sebagai debitur. Kedudukan dana kredit sangat penting sudah seharusnya
pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui
suatu lembaga hak jaminan yang kuat serta memberikan kepastian hukum bagi pihak
yang berkepentingan dalam bentuk kebendaan yang salah satu diantaranya adalah
jaminan fidusia. Namun dalam dalam perjanjian jaminan fidusia ini sering terjadi masalah
seperti cidera janji atau wanprestasi terhadap perjanjian jaminan fidusia. Hal tersebut
terjadi juga pada BPR Pura Arthakencana Jatipuro Karanganyar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas jaminan fidusia dalam mitigasi
resiko kredit bermasalah dan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan kredit
dengan kaminan jaminan fidusia dalam memitigasi kredit bermasalah serta untuk
mengetahui solusinya pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pura Arthakencana
Jatipuro Kabupaten Karanganyar. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan
pendekatan yuridis empiris yang akan menghasilkan -penelitian deskriptif dengan
menjelaskan pokok permasalahan yang diteliti secara lengkap yaitu tentang efektivitas
pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia dalam mitigasi kredit bermadsalah sesuai
dengan temuan dilapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) efektivitas hukum jaminan Fidusia dalam
mitigasi resiko kredit bermasalah pada PT BPR Pura Arthakencana Jatipuro Karanganyar
dikatakan tidak efektif dalam mitigasi resiko-kredit bermasalah dikarenakan adanya
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sehingga tidak
tercapainya tujuan yang mempengaruhi efektivitas pemberian kredit. (2) Hambatan dalam
pelaksanaan Perjanjian kredit dengan jaminan Fidusia pada BPR Pura Arthakencana
Jatipuro Karanganyar yaitu terkait pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pasca
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVIl/2019 yang melemahkan posisi
UUJF untuk melakukan-eksekusi-secara eksekutorial berdasarkan sertifikat jaminan,
kedua dimana karakter debitur yang tidak beritikad baik dalam melakukan pembayaran
angsuran dan menggadaikan objek jaminan fidusia kepihak lain karena masih dalam
penguasanya serta debitur yang tidak memiliki kesadaran hukum. Untuk solusinya harus
dilakukan peringatan kepada debitur agar melakukan pembayaran tepat waktu, sosialisasi
pada debitur tentang plafond kredit untuk kredit yang akan diikat dengan jaminan fidusia
tidak terlalu besar, dan dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia
yang berlaku agar lebih pasti dan kuat pelaksanaannya terkait eksekusi objek jaminan
fidusia.

Kata Kunci: Efektivitas, Jaminan Fidusia, Mitigasi, Kredit Bermasalah
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada setiap negara dalam pembangunan ekonomi diperlukan suatu
pengaturan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah
dan terpadu untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Sistem keuangan mempunyai peranan penting
dalam perekonomian seiring dengan fungsinya untuk menyalurkan dana dari
pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) kepada pihak yang
membutuhkan dana (lack of funds). !

Lembaga perbankan adalah salah satu inti sistem keuangan di setiap
negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi wadah bagi orang
perseorangan, badan-badan usaha swasta maupun negara serta lembaga
pemerintahan untuk menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Bank melayani
kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme system pembayaran bagi
sector perekonomian melalui kegiatan kredit dan berbagai jasa yang
disediakan oleh bank.?

Masalah yang terkait dengan bank diatur didalam Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan).

'S H Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional: Edisi Kedua [Ed. Revisi] (Kencana, 2014). hlm 3
2 Ibid. hlm.7



Pengertian Bank menurut Pasal 1 butir 2 UU Perbankan, merumuskan bahwa
bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
betuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit
dan/atau dalam betuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak.?

Pembangunan  nasional =~ merupakan  upaya  pembangunan
berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil
dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka dari itu diperlukan
penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi khususnya perbankan untuk
menghadapi perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat,
kompetitif, dan terintregrasi dengan tantangan yang semakin kompleks dan
sistem keuangan yang semakin maju. *

Pada ketentuan Pasal 4 UU Perbankan, berkaitan dengan pelaksanaan
pembangunan nasional, ditentukan bahwa:>

“Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan

kesejahteraan rakyat banyak”.

Oleh karena itu lembaga perbankan berperan penting dan strategis
dalam menggerakkan roda perekonomian nasional dan menunjang

pembangunan nasional. Lembaga perbankan merupakan salah satu pilar utama

dalam pembangunan ekonomi dan sebagai agent of development dalam

* Ibid. him.8
4 Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan (Semarang: UNDIP Press, 2009).him.171
5 Op.cit. hlm.40



meunjang pembangunan nasional karena telah diatur dalam ketentuan pasal 4
UU Perbankan untuk dituntut dan berkewajiban mewujudkan tujuan
perbankan nasional.®

Semakin meningkatnya perkembangan ekonomi dalam rangka
memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan membuat
para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyrakat atau
perseorangan maupun badan hukum berlomba-lomba untuk mengembangka
usahanya dan tidak sedikit pula yang baru memulai usahanya yang mana
memerlukan dana ataupun modal yang besar. Seiring meningkatnya
pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian
besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat
diperoleh melalui kredit atau pinjam meminjam dari lembaga perbankan.’

Bank sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediary)
yang mana dalam menjalankan usahanya akan menghimpun dana dalam
bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit
ini tentu saja sudah seringkali digunakan oleh berbagai masyarakat yang
sedang membutuhkan dana guna keperluan usahanya tadi. ®

Pemberian kredit didasarkan pada Perjanjian Kredit yang dibuat dan
disepakati antara bank sebagai kreditur dan masyarakat sebagai debitur.
Bentuk dan besarnya kredit sangat beraneka ragam sesuai kesepakatan antara

bank dan masyarakat penerima kredit. Selain itu pemberian kredit oleh bank

¢ Loc.cit.him40-41

7 Op.cit. hlm. 171

8 Arini Sutanti, Anis Mashdurohatun, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemberi Agunan
Dalam Transaksi Kredit Pada Lembaga Keuangan Bank (Kajian Terhadap Pembebanan Hak
Tanggungan), Jurnal Akta Vol 4 No 4, 2017, hlm 677



harus berdasarkan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk
melunasi hutangnya dan wajib berlandaskan asas pemberian kredit yang sehat,
tidak merugikan kepentingan bank, nasabah debitur dan masyarakat
penyimpan dana.’ Hal tersebut wajib dilaksanakan, mengingat kredit yang
diberikan bank mengandung banyak resiko seperti resiko kredit, resiko
hukum, resiko kepatuhan, resiko likuiditas, dan resiko lainnya.

Mengingat pentingnya kedudukan dana kredit tersebut, sudah
seharusnya pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait
mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat serta
memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Oleh karena
itu, ilmu hukum telah menciptakan dan memberlakukan jaminan dalam bentuk
kebendaan yang salah satu diantaranya adalah jaminan fidusia.

Jaminan fidusia adalah suatu jaminan hutang yang bersifat kebendaan,
baik hutang yang telah ada maupun hutang yang akan ada yang pada
prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya, tetapi juga dapat
diperluas terhadap benda-benda objek jaminan tersebut kepada kreditur, dan
kemudian pihak kreditur menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan
atas dasar benda tersebut kepada debiturnya secara kepercayaan (fiduciary).
Menurut Miharja, apabila hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia
tersebut sudah dibayar lunas sesuai yang diperjanjikan, maka hak kepemilikan
atas benda tersebut diserahkan kembali oleh kreditur kepada debitur.

Sebaliknya, apabila hutang yang tidak terbayar lunas, maka benda objek

° I Gusti Ayu Inten Purnama Sari dan I Ketut Artadi, Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan
Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi, Kertha Semaya Vol. 02, No. 06, Oktober 2014, hlm 2



fidusia tersebut harus dijual dan dari harga penjualan tersebut akan diambil
untuk dan sebesar pelunasan hutang sesuai perjanjian, sedangkan
kelebihannya (jika ada) harus dikembalikan debiturnya dan sebaliknya,
apabila dari hasil penjualan benda objek jaminan fidusia ternyata tidak
menutupi hutang yang ada, maka debitur masih berkewajiban membayar sisa
hutang yang belum dibayarkan tersebut.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
(untuk selanjutnya disebut UUJF) Pasal 1 angka 1 memberi batasan dan
pengertian fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya
dialihkan tetap dalam penguassan pemilik benda (pemberi Jaminan Fidusia).
Hal ini berarti bahwa benda yang dijaminkan tetap berada didalam kekuasaan
pemilik, yaitu debitur.

Dalam perjanjian jaminan fidusia, baik pemberi fidusia maupun
penerima fidusia yang berada di bawah jaminan fidusia hukum diberikan
perlindungan hukum. Bagi pemberi perlindungan berupa hak pakai hasil atas
barang jaminan, dan wanprestasi penanggung tidak menyebabkan barang
jaminan berubah hak miliknya. Undang-undang Fidusia memberikan hak
preferensi atas hutang dan prinsip droit de suite berlaku untuk agunan. Bagi
pihak ketiga, asas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan
memberikan informasi tentang objek yang disebarkan.

Adanya UUJF dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat

mengenai peraturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu



kegiatan usaha dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang terkait
karena seperti yang sudah dijelaskan jaminan fidusia dengan segala
kemudahannya bagi para pihak yang menggunakan khususnya pemberi
fidusia, namun tidak bagi penerima fidusia karena jaminan fidusia tidak
didaftarkan.!®

Di dalam UUIJF terdapat pengaturan tentang pendaftran fidusia yang
bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan
dan dengan didaftarkannya fidusia ini memberikan hak yang didahulukan
(preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Dengan
dibentuknya UUJF yang mengatur fidusia secara komprehensif, dapat
memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak yang
berkepentingan.

Namun dalam prakteknya, sejak diterbitkannya UUJF, masih terdapat
pelanggaran-pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh krditur atau
debitur. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh kreditur adalah:!!

1. Kreditur tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia di Kantor

Pendaftaran Fidusia

2. Pendaftaran fidusia dilakukan setelah debitur wanpretasi
3. Perjanjian kredit yang diikat dengan jaminan fidusia namun objeknya
bukan merupakan jaminan fidusia seperti hak sewa, hak pakai, maupun

sewa beli

10 Op.cit.hlm.173
' Hera Dwi Nurwitasari, ‘Problemaika Berbagai Peraturan Eksekusi Jaminan Fidusia’, Jurnal
Reportorium, Volume 1, (2014).hlm 34-35



4. Kreditur melakukan eksekusi terhadap objek fidusia tidak sesuai
ketentuan Pasal 29 UUIJF apabila debitur wanprestasi dengan tidak
melunasi hutang yang diperjanjikan, maka dapat dilakukan eksekusi
terhadap objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan di Kantor

Pendaftaran Fidusia guna pelunasan utang tersebut.

Pelanggaran Hukum terhadap UUJF juga dilakukan oleh debitur,
antara lain:!2
1. Debitur menjaminkan lagi objek jaminan fidusia
2. Pemberi fidusia menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan objek
jaminan fidusia tanpa seijin penerima fidusia
3. Debitur mengubah dan atau mengganti isi dari benda yang dijadikan

objek jaminan fidusia sehingga kualitasnya turun.

Selain itu dalam perjanjian jaminan fidusia ini sering terjadi masalah
seperti cidera janji atau wanprestasi terhadap perjanjian jaminan fidusia.
Bentuk wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia ada beberapa dan salah
satunya adalah adanya debitor atau pemberi fidusia yang tidak tidak
melakukan pembayaran tepat waktu atau tidak membayar sama sekali. Berikut
data kredit bermasalah dari tahun 2011 sampai 2021 yang ada pada Bank

Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah.

12 Ibid.hlm 36



Tabel 1. 1 Kredit Bermasalah atau Non Performing Loan ( NPL) Pada Bank

Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah Periode 2011-2021 (dalam Miliar)'?

TAHUN
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
8.811 [ 9.074 |9.266 |9.719 |12.64 | 14.62 | 17.18 |19.93 |23.36 |27.21 |26.93
8 6 8 5 4 1 8

Berdasarkan data pada table di atas, kredit bermasalah pada Bank
Perkreditan Rakyat di Jawa Tengah tiap tahunnya mengalami kenaikan yang
cukup signifikan dimana pada tahun 2011 terdapat kurang lebih 8 miliar dana
yang bermasalah kemudian pada tahun 2021 melonjak hingga Rp 26 miliar.

Selain itu masalah jaminan fidusia juga banyak terjadi dalam hal
eksekusinya pada saat debitur wanprestasi. Pada Pasal 5 ayat (1) UUJF
mengatur bahwa: “untuk menjamin kepastian hukum?2 dan perlindungan
hukum3 bagi kreditor maupun debitor, pengikatan jaminan fidusia haruss
dituangkan dalam akta otentik”. Selanjutnya, Pasal 11 UUJF mengatur bahwa
benda yang menjadi jaminan fudusia wajib didaftarkan pada kantor
pendaftaran fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia ini bertujuan untuk menjamin
kepastian hukum. Salah satunya adalah memberikan kepastian eksekusi objek
jaminan fidusia ketika debitor wanprestasi. Title eksekutorial, demi keadilan

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, termaktub pada kepala sertifikat

13 Data Stastik Perbankan Indonesia pada Otoritas Jasa Keuangan melalui www.ojk.go.id, diakses
tanggal 14 Maret 2022 pukul 10.05




jaminan fidusia. Dengan title itu, maka penerima jaminan fidusia (selanjutnya
disebut kreditor) dapat melakukan eksekusi secara langsung tanpa proses
pengadilan. Eksekusi ini dikenal dengan nama parate eksekusi.

Ada beberapa permasalahan dalam penerapan jaminan fidusia terkait
parate eksekusi, yaitu: 14

1. Masih ada kreditor yag belum mendaftarkan akta jaminan fidusia ke
kantor Pendaftaran fidusia dan bahkan masih ada yang tidak
didaftarkan, hal ini disebabkan biaya pendaftarannya;

2. Masih ada kreditor yang melakukan eksekusi penarikan jaminan
fidusia, tanpa memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam UUIJF, di
mana harus memiliki sertifikat jaminan fidusia, fidusia itu telah
didaftarkan dan sudah melakukan teguran sebelum mekanisme

penarikan objek fidusiannya.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memliki peran yang sama dengan
Bank Konvensional yang salah satu fungsi utamanya adalah menjalankan
kredit bagi masyarakat yang memerlukan dana. Begitu juga dengan PT. BPR
Pura Arthakencana Jatipuro Karanganyar (untuk selanjutnya disebut BPR
PAJ) juga memberikan fasilitas kredit kepada seluruh lapisan masyarakat di
sekitar Kabupaten Karanganyar. Masyarakat dapat mengajukan kredit ke BPR
PAJ dengan persyaratan yang sudah ditentukan, terutama terkait jaminan yang

diperlukan disetiap penerimaan kredit yang akan diterima masyarakat

14 Misnar Syam, Yussy Adelina Mannas, Kedudukan Parate Eksekusi pada Jaminan Fidusia
dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor18/PUU-XVII/2019, Jurnal hukum Acara Perdata
Vol. §, No. 1, 2022.hlm.152
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nantinya. Jaminan sangat diperlukan karena pada prakteknya dalam
pemeberian kredit tidak dapat terlepas dari resiko kredit bermasalah.

Oleh karena itu, bank selaku kreditur dalam melakukan proses kredit
atau pinjam-meminjam, tentu saja ingin memastikan bahwa kredit yang
dicairkan akan mendapat perlindungan atau kepastian bahwa dana yang telah
dicairkan tadi dapat dikembalikan. Salah satu jaminan yang bisa dijaminkan
atas kredit pada BPR PAJ adalah jaminan fidusia. Masyarakat dapat
memberikan objek jaminan berupa fidusia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis ingin meneliti lebih
lanjut mengenai peran jaminan fidusia dalam mencegah resiko kredit
bermasalah bagi BPR PAJ yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang
berjudul : “ Efektivitas Hukum Jaminan Fidusia dalam Mitigasi Resiko
Bermasalah (Studi Kasus di PT. Bank Perkreditan Rakyat Pura

Arthakencana Jatipuro Kabupaten Karanganyar) ”

. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas ada beberapa permasalahan
yang dapat dikemukakan dalam rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas jaminan fidusia dalam mitigasi resiko
kredit bermasalah pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pura
Arthakencana Jatipuro Karanganyar?

2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan

jaminan fidusia dalam mitigasi resiko kredit bermasalah di PT
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Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pura Arthakencana Jatipuro

Karanganyar dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian
Dalam suatu penelitian tentunya tidak akan terlepas dari tujuan yang
akan dicapai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas jaminan fidusia dalam mitigasi resiko
kredit bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pura
Arthakencana Jatipuro Kabupaten Karanganyar.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan kredit dengan
jaminan fidusia dalam mitigasi resiko kredit bermasalah dan solusinya
di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pura Arthakencana Jatipuro

Kabupaten Karanganyar.

D. Kegunaan Penulisan

1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan
memberikan — sumbangan  pemikiran —dalam  perkembangan ilmu
pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum perdata mengenai

efektivitas jaminan fidusia dalam mitigasi resiko kredit bemasalah.

2. Secara Praktis
a. Sebagai bahan informasi yang sangat berguna bagi masyarakat dalam
meningkatkan pengetahuannya tentang Lembaga Perbankan khususnya

dalam proses pemberian kredit kepada debiturnya
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b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman tambahan dalam
penanganan jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi.

c. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dalam menambah
pengetahuannya mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan

jaminan fidusia sebagai penyelesaian kredit bermasalah.

E. Terminologi
1. Efektivitas Hukum

Soerjono Soekamto menyatakan bahwa: efektivitas hukum dalam
tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan
bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka
hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap
tindak atau prilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.
Salah 'satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat
mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya.
Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negative atau sanksi positif, yang
maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak
melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan terpuji.'?

Efektivitas hukum adalah suatu kemampan hukum untuk
menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh

hukum atau diharapkan oleh hukum. Suatu produk hukum dikatakan

15 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi, Bandung: CV. Ramadja Karya,
1988.him.80
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efektif jika produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan
dalam prakteknya.!®

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya
suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima faktor, yaitu:!’

a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum

c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum

d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut
belaku atau diterapkan

e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa
yang didasarkan pada karsa.

Kelima faktor tersebut berkaitan satu sama lainnya yang
merupakan esensi penegakan hukum dan juga tolak ukur dari efektivitas
hukum.

2. Jaminan Fidusia

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 199 tentang
Fidusia, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya

yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.'®

16 Winarno Yudho and Heri Tjandrasari, ‘Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat’, Jurnal Hukum
& Pembangunan, 17.1 (2017), 57-63.

17 Soerjono Soekanto, Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2008).hlm.8

18 Salim Hs, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2008.hlm.55
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Menurut Tan Kamelo, Fidusia adalah pengambilan hak kepemilikan suatu
benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda dengan hak
kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Sedangkan pengertian jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda
bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan bangunan/rumah
diatas tanah orang lain baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang
tidak dapat dibenahi hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan
pemberi fidusia sebagai agunan pelunasan utang tertentu yang
memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap
kreditur lainnya."”

Pada jaminan fidusia terdapat subjek dalam hal tersebut, yaitu
Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi fidusia adalah orang
perseprangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jamina
fidusia (dalam hal ini disebut debitur). Penerima fidusia adalah orang
perseorangan  atau  korporasi yang mempunyai piutang yang
pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia (dalam hal ini disebut
kreditur).?°

3. Mitigasi Resiko
Resiko menurut Bank Indonesia adalah potensi kerugian akibat

terjadinya suatu peristiwa tertentu. 2!

19 Zaeni Asyhadie and Rahma Kusumawati, Hukum Jaminan Di Indonesia: Kajian Berdasarkan
Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah (PT RajaGrafindo Persada, 2018).hlm 158

20 Op.cit.hlm 183-184

2l Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan
atas PBI Nomor 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum



15

Dalam perbankan resiko yang sering terjadi adalah resiko kredit
atau Credit risk yang merupakan erosi nilai yang disebabkan oleh
terjadinya wanprestasi dari debitur.?

Mitigasi risiko adalah upaya untuk mengurangi / menghentikan
dampak negatif (kerugian) yang sudah terjadi. Adapun hubungan
pengelolaan risiko dengan pengendalian internal. Titik temu utamanya
adalah pada kepentingan untuk melakukan tindakan pencegahan
(preventive action) atau membangun sistem peringatan dini (early warning
system or alert system) yang efektif di perusahaan, dimana berbagai risiko
yang mungkin terjadi beserta dampaknya dapat diidentifikasi, diukur, dan
akhirnya dapat diminimalkan sekecil mungkin (controllable risk). Dalam
dunia perbankan untuk mencegah resiko kredit yang bermasalah maka
pada saat bank memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit
diperlukan penilaian yang berpedoman dengan prinsip 5C. Analisis
dengan prinsip 5C terdiri dari : a. Character, watak atau sifat orang yang
akan diberikan kredit dapat dipercaya yang dapat dilihat dari latar
belakang debitur; b. Capacity, kemampuan debitur dalam bidang bisnis; c.
Capital, melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan
keuangan; d. Collateral, jaminan yang diberikan calon nasabah; e.

condition of economy, dinilai dari kondisi ekonomi dan politik sekarang

22 Fitriani Jamaluddin, ‘Mitigasi Resiko Kredit Perbankan’, Journal of Islamic Economic Law, Al-
Amwal Vol .3 No.1,2018.hlm.87
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ada dimasa yang akan datang sesuai sector masing-masing, serta prospek
usaha dari sector yang dijalankan.?
4. Kredit Bermasalah

Kredit Bermasalah adalah kredit yang menurut kualitas didasarkan
atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah
pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta
melunasi kredit. Istilah kredit bermasalah dikenal juga dengan Non
Performing Loan (NPL) Kredit macet adalah bagian dari kredit
bermasalah. Tingkat keschatan bank salah satunya diukur dari tingkat rasio
kredit bermasalah atau Resiko NPL.

Penggolongan kualitas kredit diatur dalam Peraturan Bank
Indonesia atau PBI 7/2005, Pasal 12 ayat (3) yaitu: a. Lancar; b. Dalam

perhatian khusus; ¢. Kurang lancar, d. Diragukan, atau e. Macet.>*

F. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Metode Pendekatan
Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis empiris menggunakan
studi kasus hukum berupa produk perilaku hukum.?® Pendekatan Yuridis

Empiris adalah pendekatan dengan cara menganalisis berbagai Peraturan

2 Op.cit.hlm 64-65

24 Iswi Haryani, Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet (Jakarta: PT Kompas Gramedia,
2010).hlm.37

25 G Suteki & Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik), Depok: PT
RajaGrafindo Persada, 2018. hlm 175
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Perundang-undangan yang bersifat normative dan menganalisis perilaku
masyarakat yang berhubungan dengan aspek ekonomi, politik, sosial, dan
budaya. Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya
yang tengah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan
menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan
terkumpul, kemudian mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya
menuju pada penyelesaian masalah.?®
2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi  penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.
Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang suatu gejala atau
permasalahan tertentu. Menurut Nazir metode deskriptif merupakan suatu
metode dalam meneliti status sekelompok manusia, objek, kondisi, system
pemikiran atau peristiwa pada masa kini.?” Tujuan penelitian deskriptif
untuk ' membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis,
factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar
fenomena yang diselidiki.?® Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan
pokok permasalahan yang diteliti secara lengkap yaitu tentang
pelaksanaan kredit dan pelaksanaan jaminan fidusia sesuai dengan temuan

dilapangan.

26 Tbid. hlm 175
27 Ibid.hlm 133
28 Moh Nazir, MetodePenelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988. him.63
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Subjek dan Objek Penelitian

Narasumber atau informan adalah orang yang bisa memberkan
informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian.?® Dalam
penelitian empiris, subjek penelitian ini adalah manusia. Pada penelitian
ini yang dapat dijadikan subjek penelitian adalah Direksi atau Pegawai PT
BPR PAI.

Objek Penelitian menurut Nyoman Kutha Ratna adalah
keseluruhan gejala yang ada disekitar kehidupan manusia. Apabila dilihat
dari sumbernya, objek dalam penelitian kualitatif berupa situasi sosial
yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang
berinteraksi secara sinergis.’’ Dalam penelitian ini objek penelitianya
adalah efektivitas jaminan fidusia untuk memitigasi kredit bermasalah.
Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu :

a. Data Primer
Data Primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari
sumbernya tanpa pihak lain, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau
seorang atau suatu organisasi melalui hasil penelitian berupa

wawancara, observasi, pengamatan, angket dan sebagainya.3!

2 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian,
Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.hlm.195

30 D R Prof Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D, Revisi.

Alfabeta, 2009.hlm.49
31 Op.cit.hlm.214
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b. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.
Data sekunder terdiri dari tiga Bahan Hukum yaitu :
1) Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan hukum yang mengikat seperti berbagai Peraturan
Perundang-undangan yang menyangkut permasalahan yang
diteliti :
a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
b) Undang-UndangNomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia
¢) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
d) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian
Kualitas Aktiva Bank Umum
¢) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/ 2 /Pbi/2021 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
20/8/Pbi/2018 Tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit
Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan
Properti, Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan
Kendaraan Bermotor
f) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta

Jaminan Fidusia
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g) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara
Pendaftaran, Perubahan, Dan Penghapusan Jaminan Fidusia

h) Peraturan Mahkahmah Konstitusi Nomor Nomor 18/PUU-
XVI1/2019

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan

hukum primer, seperti: Buku-Buku, Hasil Penelitian, Makalah,

Jurnal Hukum

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain: Kamus

Hukum, Internet dan lain-lain

Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam menyusun penelitian ini dilakukan melalu
Studi kepustakaan dan Studi lapangan.
a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang
terkait dengan penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan
adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier.
b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara :
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1) Observasi
Mengamati segala sesuatu yang ada di lapangan seperti masalah-
masalah yang ada pada masyarakat. Observasi dilakukan terkait
efektivitas pelaksanaan jaminan fidusia dan pelaksanaan eksekusi
jaminan fidusia di Bank Perkreditan Rakyat Pura Arthakencana.
2) Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya
langsung pada yang diwawancarai. Teknik wawancara yang
digunakan adalah wawancara mendalam dimana proses memperoleh
ketrangan dalam penelitian  dilakukan degan cara tanya jawab
sambal bertatap muka antara pewawancara dengan informan, hal ini
dapat dilakukan dengan tersyruktur atau tidak terstruktur.’
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang
pelaksanaan kredit dan mengetahui bagaimana efektivitas
pelaksanaan jaminan fidusia dalam mitigasi kredit. Penulis akan
melakukan wawancara dengan Direktur Bank Perkreditan Rakyat
Pura Arthakencana, dan Nasabah yang mengalami wanprestasi pada
Bank Perkreditan Rakyat Pura Arthakencana. Wawancara dilakukan
secara terstruktur dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan
yang telah dibuat oleh peneliti atau wawancara yang dilakukan

secara tidak terstruktur sesuai keadaan di lapangan.

32 Op.cit.hlm.226
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3) Angket
Angket atau kuisioner merupakan suatu teknik pengumpulan data
secara tidak langsung. Angket merupakan teknik oengumpulan data
yang dilakukan dengan cara memberian seperangkat pertanyaan
atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.’* Dalam
penelitian ini menggunakan metode angket terbuka dimana
pertanyaan harus dijawab dengan memberikan penjelasan. Hal ini
bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam
informasi tentang efektivitas jaminan fidusia dalam mitigasi resiko
kredit bermasalah pada BPR PAlJ.

4) Informan Kunci
Informan kunci atau key persomn adalah orang atau sekelompok
orang yang memiliki informasi pokok tentang objek penelitian.’*
Dalam hal ini yang dapat dijadikan informan kunci adalah Orang
yang ada pada BPR PAJ yang berkaitan dengan kredit dan jaminan

fidusia.

6. Analisis Data
Penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh
berupa data yang deskriptif. Analisis ini lebih menekankan analisisnya
pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa

terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati.>> Kemudian,

33 Op.cit.hlm 218
3 Op.cithlm.311
35 Suteki & Taufani.Op.cit. hlm.243
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ditata disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk
mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Penelitian dengan analisis
kualitatif menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan
oleh narasumber diteliti dan dinyatakan secara apa adanya.

Setelah dianalisis data selesai hasilnya disajikan secara deskriptif
sesuai apa yang diperoleh dari data primer dan sekunder apa adanya
sesuai dengan permasalahan yang dikaji, dalam hal ini Penulis akan
menjelaskan tentang efektivits jaminan fidusia untuk mitigasi kredit dan
pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebagai solusi apabila terjadi
wanprestasi. Kemudian, hasil penelitian ditarik suatu kesimpulan yang

merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudan ‘dalam memahami isi dari skripsi ini, maka
Penulis akan memberikan Sistematika Penulisan dari Penelitian ini, yaitu:

BAB I adalah Pendahuluan. Pada bab ini, penulis menguraikan tentang
latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka. Pada bab ini penulis akan memaparkan
mengenai Hukum Perjanjian, Perjanjian Kredit, Kredit Bermasalah, Jaminan
Fidusia.

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini berisi
hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab beberapa perumusan

masalah, yaitu tentang efektivitas pelaksanaan perjanjian kredit dengan
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jaminan fidusia, dan hambatan pelaksanaan jaminan fidusia dalam memitigasi
kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat Pura Arthakencana.

BAB IV adalah Penutup. Pada bab ini berisi simpulan dari penelitian
yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak yang

berkepentingan.

&9
UNISSULA
MIM| u L.l




BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian terdapat didalam Bab II Buku ke III Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Perikatan Pasal
1313 sampai dengan Pasal 1351. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan
pengertian perjanjian adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan
dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang
lain atau lebih™.*®

Subekti mengatakan suatu perjanjian ialah peristiwa yangmana
seseorang berjanji kepada satu orang lain atau dimana dua orang itu
saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Perjanjian ini menimbulkan
suatu perikatan antara dua orang uang membuatnya.*’

Van Dunne dalam teori barunya mengemukakan bahwa perjanjian
adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan
kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.3®

Sedangkan menurut Salim HS, perjanjian adalah hubungan hkum
antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta

kekayaan, yangmana subjek hukum satu berhak akan prestasi dan subjek

36 Jamal Wiwoho and Anis Mashdurohatun, Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah, Dan Etika Bisnis,
Undip Press, Semarang, 2017. hlm.4

37 R Subekti and Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut, Hukum Perjanjian, Jakarta:
PT, Intermasa, Cetakan Kesepuluh, 2005.hlm.1

38 Op.cit.hlm 4
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hukum yang lain wajib melaksanakan prestasinya sesuai yang telah

disepakati.*

Ada beberapa unsur di dalam perjanjian, yaitu: *°

a. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang. Pihak-

pihak yang dimaksudkan adalah subyek perjanjian yang dapat
berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan

perbuatan hukum menurut undang-undang.

. Adanya persetujuan atau kata sepakat. Persetujuan atau kata

sepakat yang dimaksudkan adalah konsensus antara para pihak dan

terhadap syarat-syarat dan objek yang diperjanjikan.

. Ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai

dimaksudkan disini sebagai kepentingan para pihak yang akan

diwujudkan melalui perjanjian.

. Adanya prestasi atas kewajiban yang akan dilaksanakan. Prestasi

yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pihak untuk

melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati.

. Adanya bentuk tertentu. Bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah

perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar
dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang

mengadakan perjanjian.

3 H S Salim, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. Ke-4, Jakarta: Sinar Grafika,

2006.hlm.27

40 Siti Ummu Adillah and M SH, ‘Hukum Kontrak’, Unissula Press, Semarang, 2010.hlm.2
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Syarat Sahnya Perjanjian
Syarat sahnya Perjanjian diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata,
yang menyebutkan terdapat 4 (empat) syarat sah perjanjian, yaitu:
a. Adanya kesepakatan antara dua pihak;
b. Kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum;
c. Adanya suatu hal tertentu; dan
d. Aanya sebab yang halal.
Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif karena
hal tersebut mengenai sebjek perjanjian, sedangkan suatu hal tertentu dan
sebab halal merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek dari

perjanjian.

Penjelasan tentang keempat syarat diatas sebagai berikut:
a. Adanya kesepakatan antara dua pihak

Kesepakatan adalah persetujuan kehendak antara pihak ang
bersangkutan mengenai pokok perjanjian, dimana sama-sama
menghendaki suatu hal. Kehendak itu dapat dinyatakan secara bebas
atau diam diam namun tetap berarti sama-sama menyetujui apa yang
dikehendaki para pihak.

Pernyataan kehendak bersifat bebas, maksudnya adalah tiada
paksaan dan tekanan dari pihak manapun namun berdasarkan
kemauan sendiri para pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1324 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa dikatakan tidak

adanya paksaan itu apabila orang yang melakukan perbuatan itu tidak
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berada di bawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun
dengan upaya menakut-nakuti, misalnya akan membuka rahasia
sehingga orang tersebut terpaksa menyetujui perjanjian.
. Kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum
Setiap orang cakap untuk membuat perjanjian kecuali
dikatakan tidak cakap oleh undang undang. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Pasal 1329 KUH Perdata. Lebih lanjut dijelaskan pada
Pasal 1330 KUH Perdata bahwa semua orang berwnang mengadakan
perjanjian kecuali mereka yang disebut tidak cakap, yaitu seperti:
1.) Orang belum dewasa
2.) Orang yang ada dibaah pengampuan
3.) Orang perempuan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh
undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa
undang-undang telah membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
Namun seiring perkembangannya istri dapat melakukan
perbuatan hukum berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No.3 Tahun.1963.
. Adanya suatu hal tertentu
Suatu hal tertentu dalam hal ini yang dimaksud adalah objek
perjanjian. Objek perjanjian ini berupa prestasi yag harus dipenuhi
dimana prestasi itu harus jelas dan sekurang-kurangnya dapat

ditentukan.
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d. Adanya sebab yang halal

Menurut pasal 1337 KUH Perdata sebab yang halal adalah jika

tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan undang-undang,

kesusilaan, dan ketertiban umum.

Asas-Asas Perjanjian

Dalam perjanjian terdapat beberapa asas, antara lain:

a.

Asas Kebebasan Berkontrak

Diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya’.

Berdasarkan pasal diatas, berarti setiap orang boleh mengadakan

perjanjian sccara bebas dalam bentuk apapun asalkan tidak

bertentangan dengan undang-undang, norma, dan ketertiban umum.

Yang dimaksud kebebasan disini antara lain:

1.) Kebabasan untuk membuat perjanjian atau tidak membuat
perjanjian

2.) Bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapaun

3.) Bebas menentukan isi perjanjian yang dibuatnya

4.) Bebas untuk menentukan bentuk perjanjian

5.) Kebebasan untuk menentukan terhadap hukum mana perjanjian

itu akan tunduk.
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b. Asas Konsensualisme
Asas ini berhubungan dengan lahirnya perjanjian. Suatu perjanjian
timbul sejak saat tercapainya kata sepakat yang bebas antara para
pihak yang mengadakan perjanjian.

c. Asas kekuatan mengikat hukum
Kedua pihat terikat oleh kesepakatan dalan suatu perjanjian yang
dibuatnya. Para pihak harus melaksanakan kehendak yang telah
mereka sepakati.

d. Asas Itikad Baik
Setiap perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Didalam
perjanjian, para pihak tidak hanya terikat oleh prjanjian itu sendiri
tetapi juga terikat oleh itikad baik. Hal ini diatur didalam pasal 1338
ayat (3) KUH Perdata.

Itikad baik ada 2 (dua) yaitu:*!
1.) Bersifat objektif, mengindahkan kepatutan dan kesusilaan
2.) Bersifat subjektif, ditentukan oleh sifat batin seseorang.
4. Tahap Pembuatan Perjanjian

Perjanjian dibuat melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:*

a. Tahap pra-contractual, artinya adanya penawaran atau penerimaan

b. Tahap contractual., yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak
para pihak

c. Tahap post-contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.

4! Handri Raharjo and Hukum Perjanjian Di Indonesia, Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama,,
Yogyakarta, 2009. him. 45
42 Op.cit.hlm.16
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5. Berakhirnya Perjanjian
Pada saat masing-masing pihak sudah memenuhi prestasi yang
diperjanjikan sebelumnya sesuai kehendak bersama dalam perjanjian
yang mana tujuannya telah tercapai, maka sperjanjian itu otomatis akan
berakhir. Namun perjanjian juga bisa berakhir karena: *
a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak
b. Undang-Undang menentukan batas berlakunya perjanjian
c. Para pihak atau Undang-Undang menentukan bahwa dengan
terjadinya persitiwa tertentu maka perjanjian akan berakhir.
d. Karena persetujuan para pihak
e. Pernyataan penghentian pekerjaan dapat dikarenakan oleh kedua
belah pihak atau oleh salah satu pihak hanya pada perjanjian
bersifa sementara.
f. Berakhirnya perjanjian karena putusan hakim
g. Tujuan dalam perjanjian telah tercapai

h. Karena pembebasan utang.

B. Tinjauan Umum tentang Kredit dan Perjanjian Kredit
Kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu credere yang artinya
percaya. Maka hal tersebut mengandung pengertian bank selaku kreditur
percaya untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah atau debitur

karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas

43 Gunawan Widjaja, Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata
(RajaGrafindo Persada, 2006).hlm.387
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pinjamannya.* Secara umum, kredit ialah sejumlah uang yang dihimpun dan
kemudian diberikan oleh bank kepada para pelaku ekonomi atau masyarakat
untuk menunjang pembangunan yang sedang dilaksanakan, dengan harapan
masyarakat memperoleh kemakmuran yang adil dan merata.

Pengertian kredit diatur di dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa kredit adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*

H. Budi Untung menyebutkan unsur-unsur kredit sebagai berikut,
yaitu:*

a. Kepercayaan
Hal ini diartikan bahwa pemberi kredit yakin bahwa prestasi (uang
dan jasa atau barang) yang diberikannya akan benar-benar
diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang
akan datang.

b. Tenggang waktu
Tenggang waktu diartikan sebagai waktu yang memisahkan antara
pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada

masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung

4 Op.cit. hlm.152
4 Ibid.hlm153
46 H Budi Untung, Kredit Perbankan Di Indonesia Andi, 2000.hlm.3
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pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih

tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan

datang.

c. Degree of risk

Degree of risk merupakan resiko yang akan dihadapi sebagai akibat

dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian

prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian

hari. Semakin panjang jangka waktu kredit yang diberikan, maka

semakin  tinggi  pula risikonya, sehingga terdapat unsur

ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang

menyebabkan timbulnya unsur risiko, karena adanya unsur risiko

ini maka dibutuhkan jaminan dalam pemberian kredit.

d. Prestasi atau objek kredit

Prestasi atau objek kredit ini tidak hanya diberikan dalam bentuk

uang, tetapi juga berbentuk barang atau jasa. Namun karena

kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang,

maka transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita

jumpai dalam praktek perkreditan

Pihak dalam kredit pada dasarnya hanya ada 2 (dua), yaitu pihak

kreditur (bank) sebagai pemberi fasilitas kredit dan pihak debitur sebagai
penerima atau peminjam kredit, akan tetapi hal tersebut akan menjadi lain
apabila barang jaminan diberikan oleh pihak ketiga yang turut serta

menandatangani perjanjian kredit (hutang-piutang) atau personal guarantee
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diberikan oleh pihak ketiga, sehingga pihak ketiga dalam hal ini sebagai
penjamin. Hal tersebut akan berdampak luas apabila pihak debitur
wanprestasi*’
Kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai

fungsi sebagai berikut :*3

a) Meningkatkan daya guna uang;

b) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;

¢) Meningkatkan daya guna dan peredaran uang;

d) Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi;

e) Meningkatkan kegairahan usaha;

f) Meningkatkan pemerataan pendapatan; dan

g) Meningkatkan hubungan internasional

Menurut  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
perjanjian kredit termasuk perjanjian pinjam-meminjam. Hal ini diatur pada
Pasal 1754 KUHPerdata, yang isinya:

“Pinjam-meminjam ialah persetuuan dengan mana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang
yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang
belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan

kebendaan yang sama pula”.

47 Ibid.
8 Ibid.hlm.4
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Perjanjian kredit dalam praktik perbankan adalah suatu perjanjian
dimana suatu pihak yaitu kreditur dalam hal ini bank meminjamkan sejumlah
uang kepada pihak lain yaitu debitur dengan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan yang ditetapkan oleh para pihak antara lain bahwa debitur
berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah
bunga provisi, denda, biaya-biaya lain yang telah ditentukan. *°

Menurut H. Budi Untung, bahwa perjanjian kredit umumnya
mempunyai beberapa fungsi, yaitu:>°

a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya
perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atu
tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian
pengikatan jaminan;

b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasanbatasan
hak dan kewajiban antara kreditur maupun debitur;

c. Perjanjian kredit sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit

Isi dari perjanjian kredit adalah mengatur tentang hak dan kewajiban,
baik kreditur maupun debitur. Perjanjian kredit termasuk perjanjian baku atau
standar. Biasanya perjanjian kredit dapat dibuat secara bawah tangan atau
notariil dan perjanjian ini sebagai alat bukti bahwa debitur telah meminnjam

uang kepada kreditur.

4 Op.cit,hlm.127
50 Op.cit. him.43
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C. Tinjauan Umum tentang Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit

Perkembangan ekonomi makro sangat berkembang secara massif
akhir-akhir ini yang mana tidak dapat dilepaskan dari aspek pertumbuhan
mikro yang juga bertumbuh pesat. Sektor perbankan atau lembaga keuangan
merupakan pilar penunjang yang sinergis bagi para pelaku bisnis dalam skala
besar maupun kecil. Perbankan sangat erat kaitannya dengan pembangunan
ekonomi karena perbankan berfungsi sebagai penghimpun sekaligus penyalur
dana bagi masyarakat melaui pemberian kredit.

Seiring meningkatnya kegiatan pembangunan maka meningkat juga
keperluan akan teredianya dana dalam jumlah besar yang dapat diperoleh
dengan kegiatan perkreditan. Dana perkreditan sangat penting dalam proses
pembangunan, maka  sudah seharusnya pemberi dan penerima kredit
mendapat perlindungan  dengan lembaga hak jaminan yang kuat dan
memberikan kepastian hukum bagi pihak yang bersangkutan.

Pada suatu hubungan utang piutang, pelunasan dari pihak yang
berutang atau debitur merupakan suatu keharusan aik untuk pelunasan
utangnya dan termasuk juga bunga, provisi, atau beban-beban lainnya. Selain
itu dapat dipersyaratkan oleh pihak yang berpiutang atau kreditor, mengenai
adanya jaminan yang ditunjukkan untuk lebih menjamin kepastian pelunasan

utang tersebut, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diperjanjikan.>*

51 J Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung: Citra Aditya Bakti,
2002.hlm.9
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Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah security of
law, zekerheidsstelling, atau zekerheidsrechten.®> Dalam pengertian yang
utuh, istilah zekerheidsstelling atau zekerheidsrechten dapat diartikan sebagai
kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi utangnya kepada kreditur
yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis
sebagai anggungan atas pinjaman atau utang (kredit) yang diterima debitur
(pemberi jaminan) terhadap krediturnya (penerima jaminan).>?

Hukum Jaminan menurut M.Bahsan adalah himpunan ketenuan yang
mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang yang
terdapat alam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.>*
Menurut Salim HS, hukum jaminan merupakan keseluruhan kaidah hukum
yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam
kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.>

Definisi lain dari hukum jaminan juga disampaikan oleh Rachmadi
Usman, menyebutkan bahwa hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang
mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan dan penerima jaminan
sebagai akibat pembebanan suatu hutang tertentu dengan suatu jaminan.

Dalam hukum jaminan tidak hanya mengatur perlindungan hukum terhadap

52 Usman Rachmadi, Hukum Jaminan Keperdataan Ctk, Pertama Sinar Grafika Jakarta,
2008.hlm.9

33 Anis Mashdurohatun dan Zaenal Arifin dan Gunarto, Rekonstruksi Parate Eksekusi Hak
Tanggungan Atas Tanah Yang Berkeadilan (Semarang: Unissula Press, 2016).hlm.50

54 Muhammad Bahsan, Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia (Divisi Buku
Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2007).hlm.3

55 Salim Hs, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2008.hlm.6
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kreditur sebagai pemberi utang, melainkan juga mengatur perlindungan
hukum debitur sbagai pihak yang menerima utang.>®
Berdasarkan berbagai pengertian yang diuraikan sebelumnya, maka

unsur-unsur dalam hukum jaminan adalah: °’

1. Adanya kaidah hukum
Kaidah hukum jaminan terdiri dari kaidah jaminan hukum tertulis dan
kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis yaitu
kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-
undangan, traktat, dan yurisprudensi. Kaidah hukum jaminan tidak tertulis
ialah kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, berkembang dalam
masyarakat.

2. Adanya pemberi dan penerima jaminan
Pemberi jaminan adalah orang perorangan atau badan hukum yang
menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan, dalam hal ini
adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit atau
debitur.
Penerima jaminan ialah orang atau badan hukum yang menerima barang
jaminan dari pemberi jaminan yang meberikan fasilitas kredit, dalam hal
ini adalah kreditur dari lembaga perbankan atau keuangan non bank.

3. Adanya jaminan
Jaminan yang diberikan kepada kreditur adalah jaminan materiil dan

imateriil. Jaminan materiil berupa hak kebendaan misalnya jaminan atas

%6 Op.cit.hlm1-2
57 Op.cit.7-8
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benda bergerak dan tidak bergerak. Jaminan immaterial merupakan

jaminan non kebendaan.

4. Adanya fasilitas kredit

Pembebanan jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari

bank atau lembaga keuangan non bank. Pemberian kredit merupakan

pemberian uang atas dasar kepercayaan bahwa debitur sanggup untuk

mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya. Sama halnya dengan

debitur percaya bahwa kreditur dapat memberikan kredit kepadanya.

Sumber pengaturan hukum jaminan terdapat di dalam KUH Perdata,

yaitu pada:

a.

Buku IT KUH Perdata tentang Kebendaan :

a.) Bab XIX tentang Piutang-Piutang yang diistimewakan (Pasal 1131
sampai dengan Pasal 1149)

b.) Bab XX tentang Gadai (Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160)

c.) Bab XXI tentang hipotik (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232)
Buku I KUH Perdata tentang Perikatan:

a.) Perikatan Tanggung Menanggung (Tanggung-Renteng) dalam
Pasal 1278 sampai dengan Pasal 1295 KUH Perdata

b.) Perjanjian garansi sebagaimana diatur dalam Pasal 1316 KUH
Perdata

Selain di dalam KUH Perdata hukum jaminan juga diatur diluar KUH
Perdata seperti:

a. Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD)
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b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah.

c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria.

Menurut H. Salim HS, terdapat 5 (lima) asas-asas hukum jaminan,
yaitu :*®

1.) Asas Publicitet, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan,
hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini
dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda
jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran
hak tanggungan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten atau
Kota, pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia
pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia,
sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat
pendaftar dan pencatat balik nama, yaitu syah bandar;

2.) Asas Specialitet, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek
hanya dapat dibebankan atas barang-barang yang sudah terdaftar atas
nama orang tertentu;

3.) Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas yang dapat dibaginya hutang

tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak

3% Ibid.hIm.9-10
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fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran
sebagian;

4.) Asas inbezittstelling, yaitu barang jaminan (gadai) berada pada
penerima gadai;

5.) Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu
kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah
Negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang
bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang

lain, berdasarkan hak pakai.

D. Tinjauan tentang Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah yaitu kredit yang dalam pelaksanaannya belum
mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank kemudian
memiliki kemungkinan timbulnya risike kemudian hari bagi bank dalam arti
luas, juga mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban baik
dalam bentukpembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga,
denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur
yang bersangkutan.>® Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia
merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar
(KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Sedangkan penilaian atau
penggolongan suatu kredit ke dalam tingkat kolektibilitas kredit tertentu

didasarkan pada kriteria kuantitatif dan kualitatif. Kriteria penilaian

59 Luluk Ambarsita, Analisis Penanganan Kredit Macet. Jurnal Manajemen Bisnis UMM.VOL
3.No.01. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Malang. 2013. Hal 16
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kolektibilitas secara kuantitatif didasarkan pada keadaan pembayaran kredit
oleh nasabah yang tercermin dalam catatan pembukuan bank, yaitu mencakup
ketepatan pembayaran pokok, bunga maupun kewajiban lainnya. Penilaian
terhadap pembayaran tersebut dapat dilihat berdasarkan pada data historis
(past performance) dari masing-masing rekening pinjaman. Selanjutnya data
historis tersebut dibandingkan dengan standar sistem penilaian kolektibilitas,
sehingga dapat ditentukan kolektibilitas dari suatu rekening pinjaman.
Sedangkan kriteria penilaian kolektibilitas secara kualitatif didasarkan pada
prospek usaha debitur dan kondisi kevangan usaha debitur.

Suatu kredit dikatakan bermasalah sejak tidak ditepatinya atau tidak
dipenuhinya ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit, yaitu apabila
debitur selama tiga kali berturut-turut tidak membayar angsuran dan
bunganya. Adapun tanda-tandanya adalah sebagai berikut: a. Sebelum jatuh
tempo, rekening tidak menunjukkan mutasi debet dan kredit. b. Kredit
mengalami overdraft secara terus menerus. c. Adanya tanda-tanda bahwa
debitur tidak sanggup lagi membayar bunga atas kredit yang diberikan pihak
kreditur.®°

Kredit bermasalah atau nonperforming loan merupakan risiko yang
terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa
keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit
bermasalah di perbankan itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya

ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan

0 Machmoedin A.S, 100 Penyebab Kredit Bermasalah, Jakarta, Kencana,2011, him. 137
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prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor

makroekonomi.®! Dalam menghadapi kredit bermasalah, pihak bank dengan

berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP

tanggal 29 Mei 1993, akan melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah

dengan cara 3R, yaitu:%?

a.

Penjadwalan Kembali (rescheduling), adalah upaya penyelamatan
kredit dengan melakukan erubahan syarat-syarat perjanjian kredit
yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau
jangka waktu.

Persyaratan Kembali (reconditioning), adalah upaya penyelamatan
kredit dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh
perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal
angsuran atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut
tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi
atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
Penataan Kembali (restructuring), adalah upaya penyelamatan dengan
melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa
pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau
sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan dan equity bank yang

dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan/atau reconditioning.

6! Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia ,Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2001.

62 Tbid.hlm 43
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Menurut Hermansyah, untuk menyelesaikan kredit bermasalah itu
dapat ditempuh du acara atau strategi, yaitu penyelamatan kresit dan
penyelesaian kredit. Yang dimaksud penyelamatan kredit adalah suatu
langkah penyelesaian kredit bermasalah melaui perundingan kembali antara
bank dan nasabah, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah
penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Lembaga hukum
yang dimaksud dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang (DJPLN), melalui badan peradilan,

dan melalui arbitrase.®

E. Tinjauan tentang Jaminan Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu fiduce, sedangkan
dalam bahasa Inggris disebut fiduciary transfer of ownership, yang artinya
kepercayaan. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 juga menggunakan istilah
fidusia sebagai istilah resmi dunia hokum.®* Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia terdapat jaminan fidusia
adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan
dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan
tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Menurut A Hamzah dan
Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak
milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan perjanjian pokok kepada
kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis dan

hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja, sedangkan barangnya

63 Ibid.hlm.76
% Munir Fuady, Jaminan Fidusia Revisi Kedua, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003.hlm.3
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tetap dikuasai oleh debitur tetapi bukan lagi sebagai eigennar maupun
bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama
kreditur eigenaar.

Disamping istilah fidusia, dikenal juga jaminan fidusia. Istilah
jaminan fidusia dikenal dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah "
Hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan
benda tidak bergerak khusunya bangunan yang tidak dapat dibebani hak
tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan
pemberian fidusia, sebagai agunan sebaai pelunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap

kreditur lainnya".

Unsur-Unsur jaminan fidusia adalah: %

1. Adanya hak jaminan;

2. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak
berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak

dibebani hak hak tanggungan.

3. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi

fidusia;

5 S E M Bahsan SH, Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia ,Rajawali pers,
2020.hlm 51
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4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

Fidusia objek jaminan fidusia dibagi menjadi dua, yaitu; ¢

1. benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

2. benda yang tidak bergerak, khususnya benda yang tidak dibebani oleh
hak tanggungan. Yang dimaksud sebagai bangunan yang tidak dibebani

adalah Rumah Susun.

Objek jaminan fidusia sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat (2)
Undang-Undang No. 42 Tahun [999 Tentang Jaminan Fidusia dan
sebaagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (4) dan pasal 3 Undang-Undang
No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, mendapat penjabaran lebih
lanjut pada pasal 9 UndangUndang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia yang mengatakan bahwa: " Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap
satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada
pada saat jaminan debrikan maupun diperoleh kemudian". Dari ketentuan
tersebut objek jaminan fidusia bisa satu benda tertentu atau lebih.®’

Para pihak yang menjadi subjek jaminan fidusia adalah pemberi dan
penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau atau
korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan

penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai

6 QOpcit.hlm 63
67 J. Satrio, Hukum Jaminan Dan Hak-Hak Jaminan Kebendaan, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung,
2007. Him.196.
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piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.®® Dalam hal
ini, pemberi fidusia tidak harus debiturnya sendiri, bisa pihak lain, dalam hal
ini bertindak sebagai penjamin pihak ketiga yaitu mereka yang merupakan
pemilik objek jaminan fidusia yang menyerahkan benda miliknya untuk
dijadikan sebagai jaminan fidusia. Yang terpenting, bahwa pemberi fidusia
harus memiliki hak kepemilikan atas benda yang akan menjadi objek jaminan
fidusia pada saat pemberian fidusia itu diberikan. Demikian pula dengan
penerima jaminan fidusia, didalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia tidak terdapat pengaturan yang khusus berkaitan
dengan syarat penerima fidusia, berarti perscorangan atau korporasi yang
bertindak sebagai penerima fidusia ini bisa warganegara Indonesia maupun
warga negara asing, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri
sepanjang digunakan untuk kepentingan pambangunan di wilayah

Indonesia.®’

F. Tinjauan Umum tentang Perjanjian dan Jaminan dalam Islam

1. Perjanjian dalam Islam

Perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan akad yang
mempunyai arti suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengaitkan
dirinya terhadap seseorang atau lebih.”’ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah, akad diartikan sebagai kesepakatan antara pihak atau lebih untuk

melakukan dan idak melakukan perbuatan hukum tertentu. Para ahli hukum

8 op.cit., Hlm.64.

% Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta,2013. HIm. 288.

70 Chairuman Pasaribu and Suhrawardi K Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam , Jakarta: Sinar
Grafika, 2016.him.1
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Islam memberi definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang
dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap

obyeknya.”!
Dasar hukum perjanjian Islam ada pada Q.S. Ali Imran:76
G s 0 8 5 s 31 o

Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh,
Allah mencintai orang- orang yang bertakwa.

Selain itu juga terdapat pada Q.S. Al Maidah: 1

s i e 5 U W1 e Ay o0 &0 580 15851 1550 Gl GG

% fRa 8 ) 224 A il

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak

dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan

tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau

umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang
Dia kehendaki.

Rukun Akad antara lain: 1) Aqid, orang yang berakad atau
melakukan perjanjian, 2) Ma’qud Alath, obyek benda yang diakadkan,
3) Maudhu al-aqad, tujuan melakukan perjanjian atau akad, 4) Shighat
al-Akad, ijab dan gabul dari perjanjian.

Syarat akad pada umumnya ada 8 (delapan) yaitu:’? tamyiz,

berbilang, persatuan ijab dan qabul (kesepakatan), kesatuan majelis

akad, obyek akad dapat diserahkan, obyek akad tertentu atau dapat

7! Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Cetakan Ke-2, Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2005.hIm 51-52
72 pasaribu dan Lubis. Op.cit. him 35
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ditentukan, obyek akad dapat ditrasaksikan, tujuan tidak bertentangan
dengan syariat.

2. Jaminan dalam Islam
Masalah jaminan dalam konsep Islam dibedakan menjadi dua,

yaitu : jaminan yang berupa orang atau dikenal dengan kafalah dan
jaminan berupa harta benda atau rahn.

1. Kafalah

Menurut Bahasa kafalah adalah mengumpulkan,menanggung atau
menjamin, sedangkan secara terminologi kafalah adalah mengumpulkan
tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab orang yang dijamin

dalam masalah haka tau hutang.

Dasar hukum Kalafah terdapat pada Q.S. Yusuf ayat 72 :

fe 54 U5 e Jan s ala Bl Gl g 1500 26k 18

Penyeru-penyeru itu berkata: “ Kami kehilangan piala Raja dan siapa
yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat)

beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”

Sesuatu dapat disebut dengan Kalafah apabila memenuhi rukun dan

syarat kalafah, antara lain:

a. Kafiil , orang yang menjamin yang baligh, berakal, dan dilakukan
dengan kehendaknya sendiri.
b. Makful lah, orang yang berhak menjamin, syaratnya ialah diketahui

orang yag menjamin, ridha, dan ada ketika terjadinya akad jaminan.
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c. Makful ‘anbu, orang yang dijamin, disyaratkan diketahui oleh yang
menjamin dan masih hidup.

d. Madmun bib, hutang yang dijamin, merupakan hutang yang harus
dibayar atau dipenuhi, menjadi tanggungannya dan bisa diserahkan
oleh penjamin.

e. Lafadz ijab gabul, keadaan lafadz tersebut berarti menjamin, tidak

digantungkan kepada sesuatu, dan tidak berarti sementara

Kafalah dibagi menjadi dua yaitu: Kafalah dengan jiwa (kafalah bi al-
nafs) dan kafalah dengan harta (kafalah bi al-maal). Kafalah dengan jiwa,
adanya kesediaan pihak penjamin untuk menghadirkan orang yang ia
tanggung kepada yang ia janjikan. Kafalah harta ialah kewajiban yang

mesti ditunaikan oleh kafil dengan pembayaran berupa harta.

2. Rahn
Rahn dalam Bahasa indonesia disebut gadai syariah. Rahn dalam
Bahasa Arab berarti tetap dan kekal. Sedangkan menurut istilah al-Rahn
yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam
pandangan syar’a untuk kepercayaan suatu utang, schingga
memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.
Dasar Hukum Rahn diatur dalam Q.S. Al-Baqgarah ayat 283:
O3 01 2308 Lo Lo ol (43 A s (o3 IS 15005 5 i e 28 o5
e & sl ey £ 5 408 2T 4506 @Ry (ya s BalEa 188 Y 5 455 A sl 5 sl
Jika dalam bermu’amalah tidak secara tunai tidak ada yang menulis

tentang mu’amalah tersebut, maka harus ada barang yang ditanggungkan
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kepada yang berpiutang. Namum apabila sebagian dari kita mempercayai
sebagian yang lain, maka yang dipercayai itu jalankanlah amanatnya atau
hutangnya.

Hadits Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah
berkata”Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan
berhutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi
kepadanya”

Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi
jaminan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Rahn di tangan kreditur
berfungsi sebagai penjamin hutang debitur. Jaminan itu harus bisa dijual
atau dihargai apabila dalam waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak,

hutang debitur tidak bisa dilunasi.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas jaminan fidusia dalam mitigasi resiko kredit bermasalah
pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pura Arthakencana Jatipuro
Karanganyar
1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit yang diikat dengan Jaminan Fidusia

pada PT BPR Pura Arthakencana Jatipuro Karanganyar

Lalu lintas perkreditan merupakan hal yang sudah biasa dilakukan
oleh kalangan masyarakat, beberapa bahkan banyak orang memanfaatkan
fasilitas kredit perbankan untuk pengembangan bisnis atau sebagai
penyelesaian masalah keuangan. BPR Pura Arthakencana Jatipuro
Karanganyar sebagai salah satu bank di Karanganyar yang berperan
penting akan berkembangnya ekonomi rakyat. Awal mula berdirinya BPR
Pura Arthakencana pada Tahun 1998, dimana BPR ini mempunyai visi
menjadi bank yang sehat, kuat, produktif, dan berdaya saing dalam
menjalankan peranannnya sebagai communitu bank yang menjadi ujung
tombak pelayanan jasa perbankan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM). Untuk melaksanakan peranannya sebagai community bank,
dapat terwujud dengan pemberian pinjaman kredit kepada pedagang kecil

yang berada di pedesaan.”

73 Agung Kurniato, Wawancara, selaku Direktur BPR Pura Arthakencana Jatipuro Karanganyar,
tanggal 13 Juni 2022
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Berdasarkan Pasal 13 UU Perbankan, usaha pokok Bank
Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut:’*

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain yang
dipersamakan itu

2. Memberikan kredit

3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan
prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI

4. Menempatkan dananya dalam: bentuk Sertifikat Bank Indonesia,
deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada
bank lain.

Fasilitas perkreditan yang disediakan oleh BPR PAJ antara lain
Kredit Umum, Kredit Berjangka dan Kredit Serbaguna. Ketiga fasilitas
kredit tersebut merupakan fasilitas kredit dengan pinjaman mulai dari Rp
1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu
miliar rupiah). Produk-produk kredit tersebut adalah salah satu upaya
membantu masyarakat untuk mengembangkan permodalan
perekonomiannya. Tentu saja kredit ini diberikat dengan syarat yang tidak
begitu membebani dan dengan bunga pinjaman sebesar 10,08 % - 14,40%
per tahun tergantung plafond kredit selama kurun waktu pinjaman antara

12 sampai dengan 96 bulan.”

™ Op.cithlm.63
5 Agung Kurniato, Wawancara, selaku Direktur BPR Pura Arthakencana Jatipuro Karanganyar,
tanggal 13 Juni 2022
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Perjanjian kredit pada BPR PAJ dapat dilakukan dengan perikaan
dengan Hak Tanggungan dan dapat dilakukan juga dengan perikatan
Jaminan Fidusia. Perikatan dengan Hak Tanggungang adalah perjanian
kredit dengan jaminan (agunan) berupa benda tidak bergerak, sedangkan
perikatan dengan jaminan fidusia adalah perjanjian kredit dengan jaminan
(agunan) berupa benda bergerak. Untuk barang jaminan berupa benda
bergerak selama ini yang dijadikan jaminan oleh debitor terbatas pada
kendaraan bermotor, baik kendaraan bermotor roda 2 (dua) ataupun
kendaraan roda 4 (empat). Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut
masyarakat dapat dengan mudah mengajukan permohonan kredit hanya
dengan kendaraan bermotor dalam hal ini akan diikat dengan jaminan
fidusia.

Perwujudan kredit dapat dilakukan apabila ada perjanjian kredit
antara Bank sebagai kreditur dan Nasabah sebagai debitur. Dalam
melaksanakan suatu perjajian maka harus mengindahkan sayart sah
perjanjian yang diatur pada KUH Perdata terlebih khusus pada Pasal 1320
yang menyebutkan ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Suatu hal tertentu.

d. Suatu sebab yang halal.
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Pembuatan perjanjian juga harus memperhatikan Pasal 1321 KUH
Perdata yaitu: tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena
kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan ata penipuan.

Kredit pada BPR PAJ dapat diperoleh oleh debitur perorangan atau
badan hukum dalam bentuk kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi.
Apabila debitur ingin mengajukan kredit dengan jaminan fidusia, debitur
harus mengikuti Standar Operasional Pengajuan Kredit pada BPR PAJ.
Persyaratan utama adalah melengkapi administrasi untuk memenuhi syarat
sah perjanjian sebgaomana telah diatur dalm Undang-Undang.

Untuk persyaratan administrasi dalam mengajukan kredit pada
BPR Pura Arthakencana Jatipuro Karanganyar terdiri dari:”®
1) Mengisi formulir pengajuan kredit yang berisi:

a) Identitas calon nasabah atau debitur.
b) Jenis permohonan fasilitas kredit.
¢) Jumlah permohonan kredit.
d) Jangka waktu kredit
e) Tujuan mengajukan kredit.
2) Melengkapi kelengkapan permohonan kredit dengan melampirkan:
a) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
(suami dan isteri)
b) Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang terbaru dan surat nikah

¢) Foto Copy riwayat angsuran atau tabungan

76 Agung Kurniato, Wawancara, selaku Direktur BPR Pura Arthakencana Jatipuro Karanganyar,
tanggal 13 Juni 2022
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d) Rekening Listrik/ PAM

e) Foto Copy Jaminan Kredit (BPKB apabila diikat dengan fidusia)
f) Foto Copy STNK

g) Gesekan nomor mesin dan rangka kendaraan.

Selanjutnya setelah persyaratan administrasi sudah sesuai dan
lengkap, akan dilakukan tahap awal analisa kredit dengan cara survey
lokasi rumah, tempat usaha serta keadaan barang jaminan calon debitur.
Hal ini dapat dilakukan oleh Account Officer (selanjutnya disebut AO).

AO harus detail meneliti kemampuan calon debitor yang dapat
berpedoman pada 5C/6C yaitu Character, Capacity, Capital, Condition of
Economy, /Cash Flow. AO akan melakukan wawancara dengan calon
debitor, mengumpulkan data yang berkaitan dengan permohonan kredit
yang diajukan, melihat kemampuan bayar, melihat usaha atau pekerjaan
calon debitur. Selain itu AO akan melihat nilai jaminan, lokasi jaminan
atau kondisi jaminan, BPKB serta melakukan cek lingkungan.”’

Selanjutnya, sctelah AO melakukan survey terhadap calon debitur
maka akan dibuat Laporan Hasil Analisa Kredit (selanjutnya disebut
LHAK) atas permohonan krdit yang diajukan calon debitur yang berisi
tentang data calon debitur yang meliputi karakter calon debitur, kegiatan
usaha debitur, kemampuan pengelolaan usaha debitur, jenis agunannya ,
kondisi agunan, nilai agunan, aspek legal agunan, rencana pengikatan

agunan, dan laporan cash flow dari calon debituryang telah di dapat dari

7 Luberta Eka, Wawancara , selaku Account Officer PT BPR Pura Arthakencana Jatipuro
Karanganyar, tanggal 13 Juni 2022
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lapangan. LHAK tersebut akan diajukan kepada panitia/komite kredit yang
terdiri dari Direktur Utama, Pimpinan Cabang, Manager Kredit dan AO
untuk dimintakan persetujuan atau penolakan.”

Apabila dari LHAK oleh komite kredit memutuskan melakukan
penolakan kredit karena ada suatu hal yang tidak dapat disetujui, oleh AO
yang melakukan survey segera berkas berkas data permohonan kredit
diserahkan kepada administrasi kredit untuk dilakukan pemberitahuan
penolakan permohonan kredit secara lisan (via telpon/hp) mauoun tertulis.
Kemudian bagian Administrasi Kredit dibantu oleh Customer Service
(selanjutbya disebut CS) akan mencatat dalam register permohonan kredit
bahwa hasil permohonan kredit tersebut adalah ditolak.”

Selanjutnya untuk persetujuan kredit, apabila dari hasil komite
kredit ternyata kredit dapat disetujui atau disetujui tapi tidak sepenuhnya,
oleh AO yang melakukan survey segera berkas-berkas data permohonan
kredit diserahkan kepada administrasi kredit untuk dilakukan proses
realisasi kredit.*

Pada dasarnya bank akan memberikan kredit apabila bank
memperoleh keyakinan tentang nasabahnya. Keyakinan tersebut
berlandaskan hasil analisa yang mendalam tentang itikad baik dan
kemampuan nasabah serta kesanggupan untuk membayar utangnya pada

bank. Itikad baik nasabah akan diperoleh bank dari data yang disampaikan

8 Luberta Eka, Wawancara , selaku Account Officer PT BPR Pura Arthakencana Jatipuro
Karanganyar, tanggal 13 Juni 2022

79 SOP Kredit PT BPR Pura Artthakencana Jatipuro Karanganyar tahun 2021, him. 11

80 Tbid
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nasabah dalam permohonan kredit yang telah diajukan sebelumnya.®!
Pasal 8 ayat 1 UU Perbankan telah mengatur mengenai system pemberian
kredit yang didalamnya disebutkan:

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip
syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis
yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan
nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan
pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Selanjutnya, bagian Administrasi kredit akan menatat dalam
register permohonan kredit bahwa hasil permohonan kredit tersebut
disetujui. Pemberian kredit harus berdasarkan Perjanjian Kredit, maka dari
itu setiap kredit yang telah disctujui untuk diberikan kepada debitur,
sebelum dilakukan realisasi kredit harus dibuatkan Surat Perjanjian Kredit
(selanjutnya disebut PK) secara tertulis kepada nasabah dengan pengikatan
yang dilakukan secara Intern bawah tangan maupun dengan Notaris.3?

Perjanjian Kredit merupakan prjanjian pokok yang brsifat
konsensuil dan disertai kesepakatan antara kreditur sebgai pihak pemberi
pinjaman dan debitur sebagai penerima pinjaman.®® Sedangkan untuk

perjanjian pengikatan jaminan bersifat accessoir.

81 Op.cit.hlm 158
82 Rizka Damayanti, Wawancara , selaku Administrasi KKredit PT BPR Pura Arthakencana
Jatipuro Karanganyar, tanggal 14 Juni 2022

8 Dewi Nurul Musjtari,Op.cit.hlm 129



59

Pencairan Kredit, Akad Kredit dan Pengikatan Jaminan harus
ditanda tangani oleh Calon Debitur yanga bersangkutan (Suami dan Isteri),
dan pemilik jaminan (apabila jaminan milik orang lain) di Kantor BPR
PAJ.

Setelah PK di tandatangani akan dilakukan pengikatan jaminan.
Pada agunan benda bergerak akan diikat dengan akta fidusia secara notariil
atas kuasa pasang fidusia kepada pihak bank. Semua bentuk dan nilai
jaminan yang diberikan nasabah kepada bank dicatat pada LHAK, tanda
terima jaminan dan PK. Berdasarkan surat kuasa pasang fidusia kepada
pihak bank dari debitur, pihak bank yang diwakili oleh Administrasi kredit
akan menghadap Notaris untuk membuat Akta Fidusia. Setelah Akta
Fidusia diterbtkan oleh Notaris,sclanjutnya Notaris akan mengirim Akta
Fidusia tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Kementrian Hukum dan
HAM untuk dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia.®*

Pasal 4 UUJF menyebutkan Jaminan Fidusia merupakan perjanjian
ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi
pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan jaminan fidusia
dilakukan dengan ‘“akta jaminan fidusia”. Akta jaminan fidusia ini
haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:®®

a. Harus berupa akta notaris
b. Harus dibuat dalam Bahasa Indonesia

c. Harus beriskan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

84 Rizka Damayanti, Wawancara, selaku Administrasi Kredit PT BPR Pura Arthakencana Jatipuro
Karanganyar, tanggal 14 Juni 2022
8 Fuady.hlm.20
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(a) Identitas pihak pemberi fidusia

(a.1) Nama lengkap

(a.2) Agama

(a.3) Tempat tinggal/kedudukan

(a.4) Tempat lahir

(a.5) Tanggal lahir

(a.6) Jenis kelamin

(a.7) Status perkawinan

(a.8) pekerjaan

(b) Identitas pihak penerima fidusia

(c) Harus dicantumkan hari, tanggal dan jam pembuatan akta
fidusia

(d) Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia

(e) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia,
yakni tentang identifikasi benda tersebut, dan surat bukti
kepemilikannya. Jika bendanya selalu berubah-ubah seperti
benda dalam persediaan (inventory), haruslah disebutkan
tentang jenis, merek, dan kualitas dari benda tersebut.

(f) Berapa nilai penjaminannya

(g) Berapa nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
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Pendaftaran Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan
Pasal 18 UUJF dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 tahun 2000
tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya pembuatan Akta
Fidusia. Dalam Pasal 11 UUJF ditentukan bahwa benda yang berada di
dalam wilayah Indonesia maupun berada di luar wilayah Indonesia yang
dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan di
Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di setiap Provinsi di Indonesia
dimana dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia pada KemenkumHAM. %

Tujuan pendaftaran jaminan fidusia yaitu untuk memberikan
kepastian hukum kepada pihak yang berkrpentingan dan memberikan hak
yang didahulukan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Prosedur
pendaftaran fidusia terdapat pada PP Nomor 86 Tahun 2000, adapun tata
caranya adalah:®’

a. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan kepada Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia oleh penerima
fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan
pendaftaran jaminan fidusia.

b. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilengkaoi dengan:

1) Salinan akta notaris tentang pembebanan fidusia atau akta

jaminan fidusia

8 Opcit.hlm.82
87 Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan Semarang: UNDIP Press, 2009.hlm 192-194
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2) Surat kuasa atau pendelegasian wewenang untuk melakukan
pendaftaran jaminan fidusia
3) Bukti pembayaran biaya pendaftaran fidusia.

c. Pejabat pendaftaran jaminan fidusia setelah menerima permohonan
pendaftaran jaminan fidusia akan memeriksaa kelengkapan
persyaratan per,mohonan tersebut. Apabila sudah lengkap, Pejabat
Pendaftaran Jaminan Fidusia mencatat jaminan fidusia ke dalam
Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal
penerimaan permohonan tersebut.

d. Pejabat pendaftaran jaminan fidusia menerbitkan Sertifikat
Jaminan Fidusia dan menyerahkan kepada pemohon dilakukan
pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan
pendaftaran jaminan fidusia.

e. Apabila terdapat kekeliruan penulisan sertiifikat fidusia, maka
dalam jangka waktu 60n(enam puluh) hari setelah menerima
sertifikat jaminan fidusia, pemohon memberitahukan kepada
Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat jaminan
fidusia perbaikan.

Hal- hal yang tercantum pada Sertifika Jaminan Fidusia adalah:®

a. Dalam judul sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata “DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA”. Sertifikat jaminan ini mempunyai kekuatan eksekutorial

8 Op.cit. hlm 85
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yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, penerima

fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek

jaminan fidusia atas kekuasaannya sediri.

b. Didalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan hal-hal berikut ini:

1) Identitas pihak pemberi dan penerima jaminan fidusia

2) Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama dan kedudukan
notaris yang membuat akta jaminan fidusia

3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia

4) Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek
jaminan fidusia

5) Nilai penjaminan

6) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Setelah proses pengikatan jaminan selesai maka tahap terakhir
adalah realisasi atau pencairan kredit yang dilaksanakan oleh Kepala
Bagian Adminstrasi Keuangan, Administrasi Kredit dan Teller.®’

Adapun prosedur pencairan kredit adalah sebagai berikut: *°
1) Kepala Bagian Administrasi Keuangan:
Terima dari AO, dokumen kredit yang meliputi permohonan kredit,

LHA yang telah disetujui, jaminan asli, dan copy jaminan pendukung

lainnya, periksa kelengkapannya :

% Rizka Damayanti, Wawancara, Selaku Adminstrasi Kredit BPR Pura Arthakencana Jatipuro
Karanganyar, tanggal 14 Juni 2022

%0 Bobby Hermawan, Wawancara, selaku Kabag Kredit PT BPR Pura Arthakencana Jatipuro
Karanganya, tanggal 14 Juni 2022
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Apakah dokumen yang diterima telah benar pengisiannya.

Apakah jumlah kredit yang akan diberikan telah disetujui dan
ditandatangani oleh pejabat berwenang, sesuai ketentuan
persetujuan kredit.

Adakah hal — hal yang masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
Lihat apakah debitur telah mempunyai nomor rekening, bila belum
catat sebagai nasabah baru sesuai rekening urut dalam CIF. Cek
apakah sudah single CIF (tidak ada double CIF untuk 1 orang
debitur ).

Setelah menerima dokumen kredit lakukan penelitian dokumen dan
kelengkapannya, bila dirasa meragukan kembalikan pada petugas
administrasi - kredit untuk dilakukan kelengkapan dokumen /

pengesahan.

2) Adminstrasi Kredit:

a)

b)

Siapkan Surat Perjanjian kredit, dan / atau Surat Credit Verban, dan
/ atau Surat Fiducia Eigedom Overdrach ( FEO ), diketik sesuai
LHA, buatkan rincian penerimaan kredit, kartu kredit ( Asli,
Backup ), Schedule pembayaran nasabah, tanda terima jaminan
kredit, slip — slip/nota-nota.

Paraf nota realisasi kredit,schedule repayment dan kartu kredit,
kemudian dengan dilampiri dokumen kredit dan perjanjiannya

untuk proses persetujuan akad kredit dengan debitur.
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2)

h)

)

k)
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Proses computer Data Nasabah Kredit (modul CS) — dan Master
Data Nasabah Kredit

Administrasi kredit baru bisa diproses lebih lanjut apabila Jaminan /
Agunan sudah diterima dan dicek keabsahan dan atau legalitasnya.
Bila dokumen telah lengkap panggil calon debitur dan suami / istri
beserta saksi / penjamin kalau diperlukan.

Bacakan isi — isi pasal-pasal dari akad kredit. Jelaskan manfaat dan
resiko produk kredit tersebut.

Bila dari  sejumlah = akad = telah  dilakukan kesepakatan
persetujuannya, maka lakukan penandatangan — penandatangan
dokumen kredit (sebagai tanda nasabah telah membaca &
memahami PK, agar paraf nasabah di setiap halaman Perjanjian
Kredit), dan lakukan serah terima jaminan.

Serahkan kembali dokumen kredit beserta lampirannya pada
Manager Operasional untuk di cek dan re-check lagi sembari
meminta persetujuan proses pencairan .

Setelah  menerima kembali dokumen kredit yang telah
ditandatangani debitur dan nasabah, slip — slip realisasi dan
rinciannya serahkan pada teller .

Catat dokumen kredit per-nasabah dalam buku register kredit yang
disetujui.

Simpan dokumen kredit beserta lampirannya pada lemari / filing

kabinet berdasar nomor rekening.
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Catat data jaminan kredit pada register jaminan, dan simpan

jaminan di lemari besi.

m) Terima dokumen kredit .

n)
0)

Lakukan Proses Komputer atas realisasi droping kredit.

Serahan rincian kredit yang telah tervalidasi / paraf pada teller.

3) Teller

a)

b)

d)

Terima dan teliti nota realisasi kredit dan rincian dari petugas
administrasi.

Tanda tangan dan stempel teller pada slip sebagai bukti realisasi
telah dilakukan.

Ambil vang tunai dari cash box hitung dan teliti sesuai jumlah yang
tertera di nota realisasi kredit.

Minta pada nasabah untuk menandatangani surat tanda terima
kredit, dibalik slip/nota/kwitansi kredit yang telah dilampiri materai.
Teller hanya boleh memvalidasi pencairan kredit apabila proses
administrasi kredit telah dinyatakan lengkap, uang telah diterima
oleh nasabah yang bersangkutan, Perjanjian Kredit telah ditanda

tangani oleh para pihak sesuai dengan SOP Perkreditan .

Segala rangkaian dalam proses kredit seperti Pencairan Kredit,

Pengikatan / Akad Kredit wajib didokumentasikan oleh administrasi kredit

dan petugas di kantor kas termasuk Foto pada saat penandatangan

Perjanjian Kredit di kantor-kantor BPR maupun di depan Notaris . Hasil

Foto harus terang dan jelas, nampak wajah nasabah dan atau saksi /
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petugas BPR Pura Arthakencana . Hasil Foto harus langsung di print
(cetak), kemudian dijadikan satu dalam berkas kredit untuk diserahkan
kepada administrasi kredit untuk ditata-usahakan dengan baik .**

Perjanjian kredit yang telah diandatangani tersebut berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang bersangkutan, hal demikian sesuai
dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa semua
perjanjian yang dibuat secara sah dianggap sebagai undang-undang untuk
para pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tak dapat ditarik kembali
selain ada kesepakatan antara para pihak, atau karena alasan-alasan yang
oleh Undang - Undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian
wajib dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Kualitas Kredit dengan Jaminan Fidusia pada PT BPR Pura

Arthakencana Jatipuro Karanganyar

Proses pemberian kedit adalah suatu yang penting sehingga harus
diperhatikan dalam perjanjian kredit. Pada umumnya pemberian kredit
diawali dengan suatu perjanjian yang merupakan rangkaian tindakan
terencana untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko
kredit. Oeh karena itu terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan
calon debitur dalam mengajukan kredit dengan Fidusia khususnya pada
BPR PAJ.”? Pemberian kredit oleh bank harus memiliki kepecayaan dan

keyakinan penuh bawa kredit yang nantinya akan disalurkan dapat

°! Rizka Damayanti, Wawancara, Selaku Administrasi Kredit PT BPR Pura Arthakencana Jatipuro
Karanganyar, tanggal 14 Juni 2022

°2 Bobby Hermawan, Wawancara, Selaku Kabag Kredit PT BPR Pura Arthakencana Jatipuro
Karanganyar, tanggal 14 Juni 2022
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dikembalikan oleh debitur sesuai perjanjian kredit yang disepakati
bersama. Selain itu, bank juga tetap harus memperhatikan tingkat risiko
yang akan dihadapi dari jangka waktu dalam pemenuhan prestasi. Dengan
demikian, kreditur harus sangat hati-hati dalam memberikan kredit kepada
calon debiturnya dengan memperhatikan beberapa unsur kredit, yaitu:

a) Kepercayaan, yaitu kepercayaan pemberi kredit bahwa prestasi
yang akan diberikan dalam bentuk uang akan benar-benar
dikembalikan dalam waktu tertentu pada masa yang akan atang.

b) Tenggang waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pemberian
prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang
akan datang.

¢) Risiko, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari
tenggang waktn antara pemberian kredit dengan pengembalian
kmbali kredit pada kemudian hari. Dengan lamanya waktu kredit
yan diberikan juga tidak menutup kemugkinan risiko kredit
semakin tinggi, karena pasti ada unsur ketidaktentuan yang tak
dapat diperhitungkan. Olehkarena adanya risiko, maka timbulah
jaminan dalam pemberian kredit.

d) Prestasi, objek kredit berupa uang yang akan dikeluarkan kreditur

untuk debitur.

Bank sebagai badan usaha yang bergerak pada bidang perkreditan,
tidak terhindar dari resiko kredit bermasalah. Resiko itu bisa saja terjadi

kapanpun pada saat proses kerjanjian kredit berlagsung. Hal tersebut tidak
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dapat dipungkiri karena juga terdapat banyak factor yang menyebabkan
kredit tersebut bermasalah baik dari factor internal atau eksternal.

Semakin meningkatnya penyaluran kredit biasanya juga disertai
meningkatnya kredit yang bermasalah. Meskipun presentase jumlah dan
peningkatannya tidak banyak, namun kredit yang bermasalah akan
mempengaruhi kesehatan perbankan. Resiko yang tidak dapat dihindari
dalam penyaluran kredit adalah apabila ada kredit bermasalah terlebih lagi
sampai terjadi kredit macet.

Banyaknya kredit bermasalah akan berakibat pada likuiditas bank
yang bersangkutan. Dengan adanya kredit bermasalah maka bank tengah
menghadapi risiko usaha bank jenis resiko kredit (default risk) yaitu resiko
akibat ketidakmampuan nasabah debitur mengembalikan pinjaman yang
diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang
telah ditentukan.”

Kriteria Penggolongan Kualitas Kredit menurut Pasal 12 ayat 3
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PB1/2005 tentang Penilaian Kualitad
Aktiva Bank Umum, dibagi menjadi 5, yaitu:**

1. Kredit lancar, yaitu jika memenuhi kriteria:
a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat
b. Memiliki mutasi rekening yang aktif

c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

% H R M Anton Suyatno and M SH, Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet:
Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan Jakarta: Prenada
Media, 2018.hlm 42

%4 Op.cit, hlm 66-68
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2. Kredit dalam perhatian khusus, yaitu jika memenubhi kriteria:

a.

C.

d.

c.

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ataubunga yang belum

melampaui 90 hari

. Kadang-kadang terjadi cerukan

Mutasi rekening relatif rendah
Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan

Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kredit kurang lancar, yaitu jika memenubhi kriteria:

a.

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah

melampaui 90 hari

. Sering terjadi cerukan

Frekuensi mutasi rekening relatif rendah

Terjadipelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari

. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur

Dokumentasi pinjaman yang lemah

4. Kredit yang diragukan, yaitu apabila memenubhi kriteria:

a.

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah
melampaui 180 hari

Sering terjadi cerukan bersifat permanen

Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari

Terjadi kapitalisasi bunga

Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit

maupun pengikatan jaminan.
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5. Kredit macet, yaitu apabila memenubhi kriteria:
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah
melampaui 270 hari
b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat

dicairkan pada nilai wajar.

Bagian penting dalam pemberian kredit adalah analisa kredit,
dimana sebelum menyetujui atau menolak permohonan kredit, bank harus
melakukan penilaian atau mengadakan seleksi. Debitur dalam mengajukan
permohonan kredit harus memuat informasi yang jelas dan lengkap
mengenai identitas calon debitur dan maksud serta tujuan permohonan
kredit. Analisa Kredit di PT BPR PAJ merupakan kegiatan tau bagian
yang sangat penting dari Sistem Manajemen Perkreditan yang dijadikan
dasar dalam mengelola resiko kredit dan sebagai sarana pengambilan
keputusan yang sehat sehingga analisa sangat menentukan tingkat
keberhasilan kredit, apakah kredit yang akan diberikan dikembalikan
secara baik dan tepat waktu atau kembali tapi hanya sebagian atau bahkan
tidak kembali sama sekali, analisa kredit ini bersifat wajib dilakukan
terhadap setiap pengajuan kredit tanpa terkecuali.”®

Langkah-langkah proses analisa kredit di PT BR PAJ terdiri dari:

%5 Bobby Hermawan, Wawancara, Selaku Kepala Bagian Kredit PT BPR Pura Arthakencana
Jatipuro Karanganyar, tanggal 14 Juni 2022
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1) Pengumpulan Data :

a) pengumpulan data sesuai dengan bagian-bagian yang harus diisi di
Formulir Aplikasi Permohonan Kredit dan dilengkapi dengan
pengisian oleh AO dalam form Data Nasabah LHAK, merupakan
kehiatan pertama yang dilakukan setelah permohonan kredit
diterima. Pengumpulan data harus diarahkan pada pengumpulan
informasi yang lengkap, akurat dan terkini serta dilakukan secara
langsung dan aktif kepada calon nasabah, pihak ketiga maupun
sumber data lainnya.

b) Pengumpulan data harus dilakukan pada sumber-sumber yang
dapat dipercaya dan diyakini cukup akurat informasinya mengenai
nasabah/calon debitur/pemohon. Pengumpulan data dapat
bersumber dari : a. Debitur sendiri; b. Pihak ketiga seperti Bank
Indonesia/OJK, BPR lainnya, Pemasok, Pembeli, Relasi Usaha
NAsabah; c. Media online, grup bisnis, surat kabar; d. Pihak Intern
BPR.

c) Langkah-langkah pengumpulan data: meminta debitur untuk
menyiapkan syarat-syarat administrasi kredit atau data/informasi
yang diperlukan; dan melakukan pertemuan, kunjungan dengan
debitur di tempat usaha, atau rumah tempat tinggal debitur.

2) Verifikasi Data : Tujuannya untuk menjamin dan menyakini kebenaran

serta keakuratan dari data/ informasi yang telah dikumpulkan.
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3) Bank and Trade Checking :
a) Pengecekan kepada OJK
b) Pengecekan kepada relasi usaha atau pihak terkait
4) Analisa Usaha Nasabah (Kondisi, Prospek Usaha Nasabah)

a) Dalam membuat analisa kredit harus cermat, teliti, realistis,
berdasarkan data-data dan fakta hasil survey di lapangan tidak
boleh “mengarang” atau sekedar copy paste dari form- form
analisa sebelumnya .

b) Dalam LHA Kredit, harus dicantumkan secara jelas dan terperinci
informasi kondisi, perkembangan terakhir, dan prospek usaha
nasabah ke depan .

5) Analisa Keuangan

a) Analisa rekening koran atau tabungan nasabah

a.a)Merupakan perbandingan antara data rata-rata penjualan debitur
dengan data rata-rata mutasi kredit rekening koran/tabungan di
Bank .

b) Analisa Laporan Keungan Nasabah
Data-data yang diperlukan adalah Laporan keuangan debitur, yaitu
Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi, Laporan keuangan
nasabah yang sudah diverifikasikan kebenaran dan kewajarannya
harus dianalisa untuk mengetahui keadaan, perkembangan dan

potensi keuangan nasabah.
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6) Proposal Laporan Hasil Analisa Kredit

- Permohonan Kredit

- Laporan Hasil Analisa

- Lampiran Hasil Survey

Prinsip dasar yang digunakan dalam pemberian kredit adalah

prinsip 5C dalam analisa kredit, yaitu:*®

a.)

b.)

Character (Watak)

Kepribadian dari calon debitur seperti sifat, kebiasaan, gaya
hidup, dan latar belakang leluarganya. Analisa ini bertujuan
untuk mengetahui apakah calon debitur beritikad baik untuk
memenuhi kewajibannya.

Capacity (Kemampuan)

Analisa akan kemampuan calon debitur dalam mengatur
usahanya yang dapat ditinjau dari pengalaman mengelola
usahanya, dan perkembangan usahanya. Kemampuan ini sebagai
tolak ukur dari ability to play atau kemampuan membayar calon
debitur.

Capital (Modal)

Capital ialah kekayaan yang dimiliki oleh usaha yang dikelola
calon debitur. Hal ini dapat dilihat dari laporan bulanan
keuntungan dan kerugian pada usaha calon debitur. Berdasarkan

hal tersebut maka bank bisa menilai apakah calon debitur layak

% Opcit. hlm 64
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diberi pinjaman dan berapa besar plafon pinjaman yang akan
diberikan.

d.) Collateral (Agunan)
Collateral merupakan jaminan yang mungkin bisa digunakan
sebgai pelunasan oembiayaan apabila calon debitur benar-benar
tidak bisa memenuhi keajibannya. Analisa ini dilakukan dengan
cara menilai tingkat kemudahan pencairan atau penjualan
jaminan di masa depan, sehingga apabila harus dieksekusi tidak
ada kendala dalam pelaksanaannya.

e.)  Condition of economy (keadaan ekonomi)
Kredit yang akan diberikan juga perlu memperhatikan kondisi
atau keadaan ekonomi yang berkaitan dengan prospek usaha
calon debitur. Analisa ini dilakukan dengan kunjungan ke lokasi
usaha calon debitur untuk menilai perkembangan usaha calon
debitur di masa depan.

Walaupun dalam pemberian kredit pithak BPR PAJ telah
melakukan analisa kredit secara mendalam seperti yang telah diuraikan
diatas, dalam prakteknya tidak semua kredit selamanya berkualitas lancar.
Namun tetap saja ada debitur yang cidera janji atau wanprestasi.
Wanprestasi disini adalah dimana debitur tidak membayar atau terlambat
membayar angsuran yang telah ditentukan sehingga termasuk kdalam
kategori kredit bermasalah. Keterlambatan dan terjadinya kredit

bermasalah saat ini sudah menjadi fenomena biasa bagi seluruh perbankan
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yang meberikan fasilitas kredit. Kelalian debitur dalam memenuhi
kewajibannya akan merugikan bank sebagai kreditur.

Pada BPR PAJ setiap tahun selalu ada realisasi kredit dari nasababh,
namun tak sedikit juga yang mengalami kredit bermasalah. Berikut data
perjanjian kredit yang diikat dengan jaminan fidusia pada BPR PAJ dalam
kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.®’

Tabel 3. 1 Kredit Bermasalah dengan Jaminan Fidusia pada PT. BPR
Pura Arthakencana Jatipuro Karanganyar Tahun 2019-2021

Kolektabilitas * Outstanding Kredit **
Tahun (Orang) (Rp)
Lancar Macet Lancar Macet
2019 452 38 7.269.534.000 299.766.000
2020 RY/ 63 5.384.182.000 607.317.000
2021 190 86 3.282.037.000 1.190.391.000
Total 934 187 15.935.753.000 2.097.474.000

*Kemampuan bayar debitur
**Jumlah Kredit yang dibayar

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat selama tiga tahun terakhir
pada perjanjian kredit yang ditkat dengan jaminan fidusia pada BPR PAJ
tetap selalu ada kasus kredit bermasalah atau kredit macet. Pada tahun
2019, ada 452 orang atau nasabah yang melakukan perjanjian kredit
dengan jaminan fidusia dengan jumlah kredit Rp 7.269.534.000-, dan dari
sekian ini terdapat 38 orang yang wanprestasi sehingga kreditnya menjadi
macet dengan jumlah kredit Rp 299.766.000-, atau sebesar 4,12 % sendiri
yang macet dari keseluruhan kredit dengan jaminan kendaraan bermotor.

Lalu pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan kasus kredit

7 Laporan Tahunan PT BPR Pura ARthakencana Jatipuro Karanganyar
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bermasalah , dari 292 orang yang melakukan kredit dengan jaminan
fidusia dengan jumlah kredit Rp 5.384.182.000,- ada 63 orang yang
kreditnya macet, pada tahun 2020 ini besar presentase kredit macet adalah
11,28 % dari keseluruhan kredit yang diikat dengan fidusia dengan jumlah
kredit Rp 607.317.000. Sedangkan pada tahun 2021, sebesar 36,27 %
mengalami kasus kredit bermasalah dari keseluruhan kredit yang diikat
jaminan benda bergerak yaitu 86 orang debitur yang wanprestasi dengan
jumlah kredit Rp 1.190.391.000,- dari 190 orang dengan jumlah kredit
sebesarRp 3.282.037.000,-. Dapat dilihat tiap tahun pasti ada kredit yang
bermasalah dan jumlah nya semakin meningkat.
3. Efektivitas Hukum Jaminan Fidusia dalam Mitigasi Resiko Kredit
Bermasalah pada BPR Pura Arthakencana Jatipuro Karanganyar
Efektivitas sangat erat kaitannya dengan suatu pencapain tujuan
tertentu atau target yang sesuai harapan. Efektivitas merupakan
keselarasan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang hendak
dicapai. Suatu kegiatan dikatakan efektif jika dalam preosesnya bisa
mencapai tujuan dan sasaran akhir. Efektivitas merupakan hubungan
antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output dengan
tujuan yang akan dicapai, semakin efektif organisasi, program, atau
kegiatan. Suatu organisasi program atau kegiatan dinilai efektif apabila

output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.”®

%8 Ratna Ekasari, Model Efektivitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui
Pemberdayaan Ekonomi, AE Publishing, 2020.hlm 126
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Dalam hal efektivitas hukum, Soerjono Soekanto menyatakan

bahwa:%?

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat
diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah
hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu
biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur
sikap yindak atau prilaku tertentu sehingga sesuai dengan
tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas
hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai. Salah
satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat
mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencatumkan sanki-
sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negative
atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulakan
rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela
atau melakukan tindakan terpuji.

Sebaaimana dinyatakan oleh Soerjono Soekanto diatas, efektif atau

tidaknya sebuah hukum dilihat dari tindakan atau realita hukum itu

berhasil atau tidaknya dalam mencapai tujuan yang mana efektivitas

hukum sangat tergantung dari berhasil atau gagalnya hukum itu

ditegakkan. Terkait dengan penegakan hukum, Soerjono Soekanto

menyatakan bahwa penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) factor,

yaitu:1%

a. Factor hukumnya sendiri, dalam hal ini undang-undang

b. Factor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk

maupun menerapkan hukum

c. Factor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

d. Factor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut

berlaku atau diterapkan

9 Soekanto, Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi.hlm 80
100 Sperjono Soekanto, Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2008.hIm.8
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e. Factor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Dalam ruang lingkup pemberian kredit atau pembiayaan di sector
perbankang atau keuangan, efektivitas kredit tersebut dapat dilihat dari 2
(dua) aspek yang sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya
tujuan yang akan dicapai, antara lain: a. kredit atau pembiayaan itu selalu
berkualitas lancar, tidak pernah ada tunggakan; b. pemberian kredit
tersebut dapat meningkatkan harkat dan kesejahteraan anggota serta usaha
semakin berkembang.

Melihat dari factor tersebut, maka keamanan kredit perbankan
menjadi titik tolak utama agar kredit tersebut efktif. Oleh karena itu dalam
pemberian kredit harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Menurut Tan
Kamelo, factor terpenting yang berfungsi sebagai pengamanan yuridis dari
kredit yang disalurkan adalah jaminan kredit. Fungsi yuridis ini berkaitan
erat dengan tujuan jaminan yakni sebagaimana dikatakan bahwa the
purpose of a security interest is to confer property right upon someone to
whom a debt is deu.'"!

Terkait dengan pendapat Tan Kamello diatas, maka jaminan fidusia
merupakan salah satu sarana perlindungan hukum yang berfungsi sebagai
kamanan bank dengan memberi suatu kepastian bagi penerima fidusia atau
kreditur. Fungsi yuridis yang dinyatakan pada akta jaminan fidusia

semakin menguatkan kedudukan bank sebagai kreditur preferen yang

100 i Tan Kamello , Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan (Penerbit
Alumni, 2022).hlm 185
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harus didahulukan pembayarannya dari kreditur lain saat eksekusi. Tan
Kamello berpendapat dengan fungsi yuridis jaminan fidusia yang
dinyatakan dalam akta jaminan fidusia semakin meneguhkan kedudukan
bank sebagai kreditur preferen. Selain itu, kreditur penerima fidusia akan
memperoleh kepastian terhadap pengembalian hutang debitur. Fungsi
yuridis itu juga akan mengurangi tingkat resiko bank dalam menjalankan
usahanya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan.!?

Pasal 27 UUJF menyebutkan:

(1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap
kreditur lainnya.

(2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah hak ' Penerima Fidusia unuk mengambil pelunasan
piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyej jaminan
fidusia

(3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena
adanya kepailitan dana tau likuidasi Pemberi Fidusia.

Fungsi yuridis jaminan fidusia telah diamanatkan sesuai pasal 27
diatas diamana fungsi yuridis ini akan memberikan keamanan dana tau
paling tidak mengurangi tingkat resiko bank dalam menjalankan usahanya
menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pinjaman kredit perbankan.
Hak preferensi dapat diperoleh oleh kreditur pada saat didaftarkannya

jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan diterbitkannya

192 Tbid. hlm 189
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Sertifikat Jaminan Fidusia. Dengan sertifikat jaminan fidusia ini, pihak
bank selaku penerima fidusia akan dapat melakukan eksekusi objek jamina
fidusia apabila pihak debitur telah wanprestasi, sebab Sertifikat Jaminan
Fidusia yang memiliki fungsi yuridis telah mempunyai kekuatan
eksekutorial.!%?

Berdasarkan uraian diatas, oleh karena Jamina Fidusia adalah
sebuah perbuatan hukum jaminan, maka kekuatan eksekutorial Sertifikat
Jaminan Fidusia idealnya harus efektif dalam menjamin keamanan kredit
perbankan dalm hal ini mitigasi resiko kredit bermasalah.

Keberadaan jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit perbankan
sangat diharapkan dapat efektif dalam mitigasi resiko kredit bermasalah
memberikan perlindungan terhadap kreditur apabila debitur cedera janji.
Benda atau objek yang dibebani fidusia atau yang menjadi jaminan tetap
berada dalam penguasaan pihak debitur atau pemberi fidusia. Hal ini tentu
saja membuat kekhawatiran pihak kreditur, namun tidak dipungkiri juga
bahwa dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia sedikit banyak telah
memberikan keyakinan bagi penerima fidusia. Oleh karenanya, selama
perjanjian dengan jamina fidusia ini belangsung, pihak kreditur akan
melakukan pengawasan terhadap objek jaminan tersebut. Sekali lagi, dari
hal tersebut idealnya jaminan fidusia ini sangat efektif dalam mitigasi

resiko kredit bermasalah.

103 Tbid. hlm 170
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Pada kenyataanya, penerapan hukum seringkali tidak efektif,
karena hukum dan peraturan undang-undang juga terus berkembang.
Begitu juga yang dialami oleh BPR PAJ, untuk jaminan fidusia ini di rasa
belum efektif untuk mitigasi resiko kredit bermasalah. Hal ini dikarenakan
berkaitan dengan keberadaan objek jaminan fidusia yang masih tetap
dikuasai oleh pemeberi fidusia atau debitur, dan berkaitan dengan proses
eksekusi jaminan fidusia jika debitor cidera janji setelah adanya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (selanjutnya disebut
PMK No.18).

Debitur dengan mudahnya dapat memindah tangankan objek
jaminan fidusia tersebut, selain itu walau sudah dipasang fidusia,
didaftarkannya fidusia tersebut dan scharusnya sudah mempunyai
kekuatan eksekutorial berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia, dewasa ini
tidak bisa melakukan eksekusi jaminan secara langsung pasca PMK
No.18. PMK No.18 menyatakan selama belum ada kesepakatan tentang
adanya cedera janji antara debitur dan kreditur, maka tidak boleh
dilakukan penarikan secara spihak.'* Padahal, untuk bisa ada kesepakatan
wanprestasi atau cedera janji tidaklah mudah, terlebih lagi jika nasabah
sudah bemasalah dan tidak kooperatif (nasabah nakal) pasti naabah akan
berpihak pada dirinya. Sedangkan untuk membuktikan nasabah telah
wanprestasi harus lewat proses pengadilan dan jelas membutuhkan waktu

yang panjang serta energy yang tidak sedikit. Nasabah yang digugatpun

104 Agung Kurnianto, Wawancara, Selaku Direktur PT BPR Pura Arthakencana Jatipuro
Karangayar, tanggal 13 Juni 2022
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akan melakukan perlawanan dengan didampingi oleh para lawyer dan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang akan membuat permasalahan
menjadi semakin rumit dimana para oknum tersebut akan memprovokasi
nasabah agar tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut.!%
Pada pasal 15 ayat (2) UUJF menerangkan bahwa ketika debitur
cidera janji atau wanprestasi, sertifikat jaminan fidusia memounyai
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadila yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun di dalam PMK No. 18, perlu
diperhatikan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial”” dan “putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” diputus bertentangan
dengan Undanh-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak
ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestai) dan debitur keberatan
menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka
segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi
srtifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan
pelaksanaan eksekusi pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.!%¢
Selain itu apabila debitur cedera janji, penerima fidusia berhak
menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya
sendiri. Namun, dalam PMK No.18, frasa “cedera janji” diputus

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

105 Agung Kurnianto, Wawancara, Selaku Direktur PT BPR Pura Arthakencana Jatipuro
Karangayar, tanggal 13 Juni 2022
196 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm.125
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mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cedera janji tidak
ditentukan secara sepihak oleh kreditur mlainkan atas dasar kesepakatan
antara kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan
telah terjadinya cedera janji.

Berdasarkan PMK No.18 diatas, Sertifikat Jaminan Fidusia yang
dimiliki oleh Bank sebagai kreditur dan penerima fidusia, baru dapat
digunakan apabila melakukan eksekusi atas obyek fidusia melalui gugatan
wanprestasi terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri, atau tidak bisa
melakukan parate eksekusi dengan didampingi oleh apparat kepolisian
seperti yang diamantkan dalam UUJF secara langsung. Oleh karena itu,
jaminan fidusia tidak efektif dalam mitigasi resiko kredit bermasalah
karena cenderung merugikan bank dan tidak sedikit juga nasabah yang
berlindung dengan PMK tersebut agar objek jaminan fidusianya tidak
dieksekusi oleh bank.!?”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jaminan fidusia tidak
efektif dalam mitigasi resiko kredit bermasalah pada PT BPR PAJ karena
tidak tercapainya tujuan yang mempengaruhi efektifitas pemberian kredit
yaitu kredit atau pembiayaan itu selalu berkualitas lancar, tidak pernah ada
tunggakan, dan pemberian kredit tersebut dapat meningkatkan harkat dan
kesejahteraan anggota serta usaha semakin berkembang, dalam hal ini
ditunjukkan dengn adanya kredit bermasalah dengan jaminan fidusia

dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun 2019 presentase kredit
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bermasalah diatas 4%, pada tahun 2020 presentase kredit bermasalah
berada di angka 11%, dan pada tahun 2021 presentase kredit bermasalah
mencapai 36%, selain itu terlebih lagi dengan adanya PMK No.18 ini
kredit bermasalah yang terjadi juga terhambat pelaksanaan eksekusinya
terhadap objek jaminan fidusia yang seharusnya dapat memberikan
perlindungan kreditur dikarenakan harus ada kesepakatan dari debitur dan
kreditur bahwa debitur itu wanprestasi, yang mana untuk membuktikan
wanprestasi tersebut harus melalui proses pengadilan yang lama dan tidak
mudah, oleh karena itu dengan adanya kredit bermasalah dengan jaminan
fidusia yang cukup banyak dan pelaksanaan eksekusi objek jaminan
fidusia yang terhambat pasti pihak kreditur pasti akan mengalami resiko
atau kerugian, sedangkan untuk suatu hal dikatakan efektif adalah dengan

minimalnya atau bahkan tidak ada resiko atau kerugian yang akan dialami.

B. Hambatan dalam Pelaksanan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia
dalam mitigasi resiko Kredit Bermasalah pada PT BPR Pura
Arthakencana Jatipuro Karanganyar dan Solusinya

Pelaksanaan Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada dasarnya
telah diatur didalam segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perbankan dan jaminan fidusia, peraturan tersebut dapat dijadikan
pedoman dalam mengahadapi berbagai masalah karena pada prakteknya
dalam pelaksaannya pasti terkadang terdapat hambatan-hambatan yang dapat
mengganggu kegiatan kredit dengan jaminan fidusia ini. Sama halnya pada
BPR PAJ, dalam pelaksaan perjanjian kredit yang diikat dengan jaminan

fidusia juga ditemui beberapa hambatan. Hambatan itu bisa berupa teknis dari
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perbankan itu sendiri juga bisa dari aspek hukum dalam pelaksanaan eksekusi
jaminan fidusia.
Adapun hambatan dalam pelaksanaan Perjanjian kredit dengan

jaminan Fidusia pada BPR PAJ adalah: '8

1. Jika dilihat dari Faktor Hukum terkait masalah objek jaminan fidusia jika
debitur wanprestasi pasca PMK No.18
Peraturan perundang-undangan yang kurang kuat tetapi malah
melemahkan posisi UUJF untuk melakukan eksekusi secara eksekutorial
berdasarkan sertifikat jaminan didampingi pihak kepolisian sudah tidak
bisa dilaksanakan lagi, karena seperti yang sudah dibahas sebelumnya
bahwa setelah adanya PMK No.18 kekuatan cksekutorial pada sertifikat
jaminan fidusia dapat dilaksanakan setelah adanya kesepakatan antara
kreditur dan debitur bahwa telah terjadi wanprestasi, namum untuk menuju
kata sepakat atau membuktikan bahwa telah terjadi wanprestasi cukup sulit
karena debitur bisa saja tidak mengakui dan bila harus melalui proses
pengadilan akan memakan waktu yang lama.
2. Jika dilihat dari Faktor Budaya Hukum terkait prilaku debitur
Debitur ini memiliki karakter yang kurang baik dengan membayar
angsuran terlambat atau bahkan tidak membayar sama sekali sehingga
mempengaruhi  kualitas kreditnya, atau debitur ini curang dengan
menggadaikan objek kendaraan bermotor yang sudah dipasang fidusia ke

pihak lain selain bank seperti rentenir. Hal ini sulit diantipasi karena objek
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jaminan masih berada dalam penguasaan debitur tersebut. Selain itu,
debitur juga memiliki kesadaran hukum yang rendah jadi seringkali
mengabikan peraturan yang berlaku dan mencari celah agar dapat
berlindung dibawah hukum
3. Jika dilihat dari Faktor Lembaga Hukum terkait peran Pegadilan Negeri
dan Lembaga Lelang
Setelah adanya PMK No 18, peran Pengadilan Negeri dan
Lembaga lelang jadi bersifat pasif sehingga tidak bisa membantu
menyelesaikan masalah kredit bermasalah karena Pengadilan Negeri akan
menunggu gugatan dari Kreditur dan Lembaga lelang hanya akan
menunggu putusan pengadilan untuk melakukan eksekusi objek jaminan

fidusia.

Dalam setiap hambatan pasti dibutuhkan adanya solusi agar masalah
terselesaikan, oleh karena itu BPR PAJ dalam menghadapi hambatan tersebut
akan memberi teguran, surat peringatan, dan somasi melalui pengadilan
apabila nasabat terlambat atau tidak mau memabyar angsurannya. Namun jika
hal tersebut belum berhasil biasanya pihak bank akan melakukan eksekusi
terhadap jaminan fidusianya berdasarkan UUJF secara mandiri dengan
didampingi pihak kepolisian yaitu dengan menarik kendarn bemotor yang
dijadikan jaminan. Namun belakangan ini hal tersebut sudah tak bisa
dilakukan lagi, karena terhambat atas adanya PMK No.18. jadi sebenarnya
hambatan utama pada jaminan fidusia ini adalah masalah eksekusinya. Dari

pihak BPR PAJ dalam menyikapi hal ini adalah dengan memitigasi resiko
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atas jaminan-jaminan fidusia dengan cara tidak memberikan plafond kredit
dengan jumlah yang besar, kemudian mengalihkan resiko obyek jaminan
fidusia dengan mengcover melalui asuransi kendaraan, asuransi kehilangan,
dan asuransi kredit. Selain itu mungkin BPR PAJ tidak akan memberikan
kredit dengan jaminan fidusia, lebih baik meminta nasabah untuk
memberikan jaminan benda tidak bergerak dan diikat dengan Hak
Tanggungan.!®

Selain solusi internal dari bank diatas , menurut BPR PAJ harus ada
solusi eksternal dari pihak pemerintah dan DPR serta para praktiksi hukum
agar melakukan perubahan UUJF agar lebih baik dan efektif penerapannya
seperti Undang-Undang Hak Tanggungan yang lebih baik pelaksanaan dan
implementasinya. '

UUJF pada hakikatnya telah berupaya memberikan suatu teknis
perlindungan bagi keamanan kreditur, namun sangat disayangkan sistem
tersebut belum diaplikasikan secara konkret khusuanya dalam pelaksanaan
perlindungan kreditur melalur eksekusi terjadap objek yang dibebani
jaminan fidusia. Hal ini pada akhirnya memberikan pilihan bagi kreditur
untuk menempuh jalan damai dengan memberikan tambahan biaya lain atau
melakukan perpanjangan waktu pembayaran. Kelemahan-kelemahan pada
pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit

dengan jaminan fidusia adalah dikarenakan UUJF disini dianggap lemah bagi
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kreditur dimana tidak ada ketegasan dalam eksekusi, padahal objek jaminan
fidusia ini menyangkut benda bergerak yang perpindahannya sangat cepat
sehingga sangat beresiko terjadi penggelapan.

Dengan demikian hambatan-hambatan pada pelaksanaan perjanjian
kredit dengan jaminan fidusia dalam mitigasi resiko kredit bermasalah pada
BPR Pura Arthakencana Jatipuro Karanganyar yaitu pertama ada pada factor
hukum terkait pelkasanaan eksekusi objek jaminan fidusia pasca Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dimana melemahkan
posisi UUJF untuk melakukan eksekusi secara eksekutorial berdasarkan
sertifikat jaminan didampingi pihak kepolisian sudah tidak bisa dilaksanakan
lagi, karena setclah adanya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-
XVII/2019 kekuatan - cksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia dapat
dilaksanakan setclah adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur bahwa
telah terjadi wanprestasi, namum untuk menuju kata sepakat atau
membuktikan bahwa telah terjadi wanprestasi cukup sulit karena debitur bisa
saja tidak mengakui dan bila harus melalui proses pengadilan akan memakan
waktu yang lama, kedua hambatan terkait factor budaya hukum dimana
karakter debitur yang tidak beritikad baik dalam melakukan pembayaran
angsuran dan menggadaikan objek jaminan fidusia kepihak lain karena masih
dalam penguasanya serta debitur yang tidak memiliki kesadaran hukum.
Untuk solusinya maka pertama harus dilakukan teguran, peringatan kepada
debitur agar melakukan pembayaran tepat waktu, kedua sosialisasi pada

debitur tentang plafond kredit untuk kredit yang akan diikat dengan jaminan
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fidusia tidak terlalu besar, dan ketiga dilakukan perubahan terhadap Undang-
Undang  Jaminan Fidusia yang berlaku agar lebih pasti dan kuat

pelaksanaannya terkait eksekusi objek jaminan fidusia.
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PENUTUP

A. Simpulan

1.

Efektivitas hukum jaminan Fidusia dalam mitigasi resiko kredit
bermasalah pada PT BPR Pura Arthakencana Jatipuro Karanganyar
dikatakan tidak efektif dalam mitigasi resiko kredit bermasalah pada PT
BPR PAJ karena tidak tercapainya tujuan yang mempengaruhi efektifitas
pemberian kredit yaitu kredit atau pembiayaan itu selalu berkualitas
lancar, tidak pernah ada tunggakan, dan pemberian kredit tersebut dapat
meningkatkan harkat dan kesejahtcraan anggota serta usaha semakin
berkembang, dalam hal ini ditunjukkan dengn adanya kredit bermasalah
dengan jaminan fidusia dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun
2019 presentase kredit bermasalah diatas 4%, pada tahun 2020 presentase
kredit bermasalah berada di angka 11%, dan pada tahun 2021 presentase
kredit bermasalah mencapai 36%, selain itu terlebih lagi dengan adanya
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini kredit
bermasalah yang terjadi juga terhambat pelaksanaan eksekusinya terhadap
objek jaminan fidusia yang seharusnya dapat memberikan perlindungan
kreditur dikarenakan harus ada kesepakatan dari debitur dan kreditur
bahwa debitur itu wanprestasi, yang mana untuk membuktikan
wanprestasi tersebut harus melalui proses pengadilan yang lama dan tidak
mudah, oleh karena itu dengan adanya kredit bermasalah dengan jaminan

fidusia yang cukup banyak dan pelaksanaan eksekusi objek jaminan
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fidusia yang terhambat pasti pihak kreditur pasti akan mengalami resiko
atau kerugian, sedangkan untuk suatu hal dikatakan efektif adalah dengan
minimalnya atau bahkan tidak ada resiko atau kerugian yang akan dialami.
. Hambatan dalam pelaksanaan Perjanjian kredit dengan jaminan Fidusia
pada BPR Pura Arthakencana Jatipuro Karanganyar yaitu pertama ada
pada factor hukum terkait pelkasanaan eksekusi objek jaminan fidusia
pasca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dimana
melemahkan posisi UUJF untuk melakukan eksekusi secara eksekutorial
berdasarkan sertifikat jaminan didampingi pihak kepolisian sudah tidak
bisa dilaksanakan lagi, karena setelah adanya Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 kekuatan eksekutorial pada
sertifikat jaminan fidusia dapat dilaksanakan setelah adanya kesepakatan
antara kreditur dan debitur bahwa telah terjadi wanprestasi, namum untuk
menuju kata sepakat atau membuktikan bahwa telah terjadi wanprestasi
cukup sulit karena debitur bisa saja tidak mengakui dan bila harus melalui
proses pengadilan akan memakan waktu yang lama, kedua hambatan
terkait factor budaya hukum dimana karakter debitur yang tidak beritikad
baik dalam melakukan pembayaran angsuran dan menggadaikan objek
jaminan fidusia kepihak lain karena masih dalam penguasanya serta
debitur yang tidak memiliki kesadaran hukum. Untuk solusinya maka
pertama harus dilakukan teguran, peringatan kepada debitur agar
melakukan pembayaran tepat waktu, kedua sosialisasi pada debitur

tentang plafond kredit untuk kredit yang akan diikat dengan jaminan
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fidusia tidak terlalu besar, dan ketiga dilakukan perubahan terhadap
Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berlaku agar lebih pasti dan kuat

pelaksanaannya terkait eksekusi objek jaminan fidusia.

B. Saran
1. Bagi Kreditur atau Bank
Sebaiknya bank dalam memberikan kredit harus lebih berhati-
hati dan teliti lagi dalam melakukan analisa penilaian terhadap watak,
kemampuan modal, jaminan, dan prospek usaha berdasarkan prinsip
5C untuk menghindari terjadinya kredit macet.
2. Bagi Debitur (Nasabah) atau Masyarakat
Sebaiknya debitur beritikad baik dan bersedia mengikuti saran
dari bank untuk menyelesaikan kredit macet dengan memberikan
kepastian hukum.
3. Bagi Pemerintah
Sebaiknya dilakukan perubahan terhadap UUJF agar lebih

efektif implementasinya.
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